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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana 

Desa terhadap Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa 

Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik” ini merupakan 

penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang 

bagaimana efektivitas dan dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap 

kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah di Desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada tahun 2018. 

Metodelogi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, 

sekretaris desa, kepala urusan keuangan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa 

terdiri dari empat (4) tahap, yaitu penerimaan, perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian tahapan penerimaan Alokasi 

Dana Desa sudah efektif karena mencakup azas adil dan azas merata. Tahapan 

perencanaan sudah efektif karena sudah melaksanakan kegiatan musrenbangdes 

dengan program kerja yang terlaksana atas adanya anggaran Alokasi Dana Desa 

sebesar 83% dikarenakan salah satu program yang sudah masuk dalam 

musrenbangdes dengan anggaran Alokasi Dana Desa 2018 tidak cukup dan 

diambilkan dari dana SILPA tahun kemarin. Pada tahapan pelaksanaan atas 

program kerja berupa pembangunan fisik dan non fisik sudah terealisasikan 

anggaran dari Alokasi Dana Desa sebesar 83%. Tahapan pertanggungjawaban 

berdasarkan hasil penelitian sudah efektif dengan adanya Surat 

Pertanggungjawaban dan sudah tersampaikan kepada inspektorat dengan tepat 

waktu serta sudah terlaksananya publikasi kepada masyarakat dalam bentuk papan 

pengumuman. Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan teori 

dan peraturan daerah kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi 

Dana Desa serta dapat menerapkan Otonomi Daerah dalam sistem 

kepemerintahannya.  

Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Desa Madumulyorejo agar 

selalu melibatkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan desa, karena dengan 

keterlibatan masyarakat maka akan menciptakan pemerintahan desa yang 

transaparan. Serta selalu memperbaiki sistem kepemerintahan yang baik dan jujur. 

Kata Kunci : Efektifitas, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Daerah, Otonomi 

Daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap negara berambisi besar untuk memiliki pembangunan nasional yang 

baik dan sejahtera. Pada masa Pemeirntahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam 

mendukung pembangunan nasional dengan menerapkan kebijakan yang 

bertajuk Nawacita. Program prioritas pembangunan nasional yang bertajuk 

Nawacita tersebut merupakan rangkaian dari sembilan program prioritas Joko 

Widodo – Jusuf Kalla yang sudah tertuliskan pada dokumen Visi, Misi dan 

program kerja kepemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Dalam isi poin 

nomor 3 Nawacita ini yang menyatakan “Kami akan membangun Indonesia 

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 

negara kesatuan” yang sudah terealisasikan sejak awal tahun 2018 sudah ada 

Program Padat karya Tunai untuk pedesaan. Sebagai permulaan, target dalam 

program ini adalah 1.000 desa dari 100 kabupaten yang memiliki 

permasalahan ketimpangan sosial yang tinggi. Anggaran program ini diambil 

dari Dana Desa. Pada tahun 2018, anggaran Padat Karya Tunai mencapai Rp. 

18 triliun untuk seluruh desa yang ada di Indonesia.
1
 

 Dan saat ini pemerintah Indonesia terus meningkatkan pembangunan 

nasional baik itu dari segi fisik maupun non fisik dengan menyelaraskan laju 

                                                           
1
 “Nawacita, 4 Tahun Jokowi-JK dan Realisasi,” Sabtu, 20 Oktober 2018, diakses Mei 12, 2019, 

https://m.detik.com/news/berita/d-4265140/4-tahun-jokowi-jk-dan-realisasi-nawacita. 
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pembangunan daerah. Pembangunan daerah memiliki pengaruh yang besar 

terhadap peningkatan mutu pembangunan nasional karena didalamnya 

terdapat upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan 

melakukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menyeluruh 

secara langsung pada kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim 

di pedesaan.
 2

 

Pemerataan pembangunan dengan mengedepankan kepentingan 

masyarakat yang bermukim di pedesaan serta diimbangi dengan pembangunan 

berkelanjutan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan 

nasional. Pada dasarnya desa dan kelurahan merupakan dua satuan 

pemerintahan yang paling rendah berada dibawah pemerintahan 

kabupaten/kota dengan status berbeda. Dimana desa itu merupakan kesatuan 

masyarakat hukum/adat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pada masyarakat berdasarkan asal usulnya dengan memiliki wilayah 

berdasarkan batas-batas tertentu. Sedangkan kelurahan itu bukanlah badan 

hukum melainkan hanya tempat untuk melakukan kegiatan dalam pelayanan 

pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah kelurahan 

setempat.  

Dengan keadaan seperti itu, maka tujuan dalam pembangunan nasional 

ataupun sebagai lembaga yang bertujuan dalam memperkuat struktur 

pemerintahan negara Indonesia didukung adanya keberadaan desa. Hal inilah 

yang membuat desa dijadikan ujung tombak pembangunan nasional karena 

                                                           
2
 Suwondo Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten 

Malang)” 1, no. 6 (2012): 1203–1212. 
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desa merupakan lembaga yang mampu memperkuat lembaga pemerintahan 

nasional, dimana kesatuan masyarakat hukum adat desa yang dibuktikan 

dengan memiliki daya tahan luar yang luar biasa sepanjang keberadaannya. 

Dimana desa telah memiliki struktur pemerintahan yang matang dan telah 

dijaga oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
3
 

Senada dengan yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik 

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Desa yang mengatur keberadaan desa. Pada Undang-Undang 

tersebut telah disebutkan bahwasanya Undang-Undang tersebut akan 

mengatur keberadaan organisasi yang ada pada suatu pemerintahan desa. 

Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan desa mampu melakukan 

proses pembangunan desa pada suatu daerahnya masing-masing dengan 

mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan terpusatnya urusan 

pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota yang diserahkannya 

peraturannya kepada pemerintah desa.
4
  

Terpusatnya urusan pemerintahan yang diberikan oleh kabupaten/kota 

kepada pemerintah desa dengan pemberian otonomi daerah yaitu pemberian 

mengenai kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) untuk daerah dalam upaya 

mengelola peraturannya sendiri sesuai dengan aturan dari Kabupaten/kota 

serta mampu memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada secara 

optimal pada pemerintahan desa tersebut. Pengawasan yang kuat dari 

                                                           
3
 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: Erlangga, 

2011). Hlm.1-4. 
4
 Faizatul Karimah, Choirul Saleh, dan Ike Wanusmawatie, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dalam Pemberdayaan Masyarakat ( Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten 

Lamongan )” 2, no. 4 (2005): 597–602. 
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pemerintah pusat harus lebih efektif dan efisien agar tidak terjadi 

penyimpangan dan penyelewengan dalam pemberian wewenang dan 

keleluasan yang luas tersebut. Adapun landasan hukum dengan keluarnya UU 

No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan dimana kedua UU tersebut telah membawa 

perubahan yang mendasar pada pola hubungan antara pemerintahan dan 

keuangan antar pusat dan daerah. 

Adanya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah 

menjadikan sebagai salah satu  landasan yuridis dalam pengembangan 

otonomi daerah yang ada di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah 

kabupaten dan kota dilakukan dengan pemberian kewenangan yang luas, nyata 

dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional yang 

mana pelimpahan tanggungjawab tersebut akan diikuti oleh pengaturan 

pembagian, perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan pemanfaatan dan 

sumberdaya nasional yang berkeadilan.
5
  

Pemerintahan desa berdasarkan pada UU No.16 Tahun 2014 yang 

berdasarkan pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

untuk mengatur dan mengawasi semua kepentingan masyarakat menurut asal-

usul dan adat istiadat setempat. Pelaksana dari sebuah kebijakan berada di 

bawah pimpinan kepala desa sedangkan pembuat dan pengawas kebijakan 

peraturan desa dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dimana 

                                                           
5
 Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).Hlm.1-

7 
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pengelolaan keuangan desa telah menjadi wewenang yang telah diuraikan 

dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja 

desa.
6
 

Keuangan desa yang didapatkan dari Pendapatan Asli Desa seperti hasil 

swadaya, hasil usaha, dan pasrtisipasi. Dimana keuangan Desa merupakan 

suatu penyelenggaraan pemerintahan desa yang berupa nominal/uang, yang 

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah  (PAD), APBD (Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). 

Pelaksanaan pada urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan pada urusan 

pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. 

Pada urusan pemerintah desa diharuskan membuat APBDes (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa) karena dengan melalui APBDes kebijakan desa 

yang telah diajabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan 

anggarannya pada APBDes. 

Dengan pemerintah desa membuat APBDes, maka kegiatan yang ada pada 

pemerintah desa berupa pembangunan dan pemberian pelayanan kepada 

masyarakat dalam tahun berjalan sudah terancang anggarannya. Tanpa adanya 

APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan penyelenggaraan 

kegiatan layanan publik dan programnya. Adapun struktur APBDes itu terdiri 

dari atas, pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Kepala desa 

                                                           
6
 Nova Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan 

Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna,” skripsi (2016): 

31–48. 
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wajib lebih teliti lagi dalam pengambilan pendapatan desa yang telah menjadi 

wewenang dan tanggungjawabnya.
7
 

Pendapatan yang didapatkan oleh desa salah satunya yaitu berupa dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah berupa Alokasi Dana Desa. Dimana 

Alokasi Dana Desa tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota pada 

setiap tahunnya dengan besaran dana minimal 10% berasal dari Dana Bagi 

Hasil dan Dana Alokasi Umum yang pembagiannya sesuai dengan kriteria 

pembagian dana meliputi, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi 

dan jumlah unit komunitas yang ada di desa. Yang kemudian, Alokasi Dana 

Desa ini menjadi pendukung dalam kegiatan otonomi desa supaya dapat 

maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan 

masyarakat pada tingkat desa.
8
 

Pengalokasian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah berupa 

Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan menjadikan desa lebih maksimal lagi 

dalam meningkatkan pembangunan daerah. Proses transformasi kearah 

pemberdayaan desa terus dilakukan dan didorong oleh semua elemen untuk 

menuju otonomi desa. Dimana Alokasi Dana Desa memiliki peran penting dan 

jadi kunci utama dalam keberhasilan otonomi desa. Adanya  dari bantuan 

langsung yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan memiliki tujuan sebagai 

bantuan untuk mendorong pembiayaan dalam program pemerintah desa dan 

                                                           
7
 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Jakarta : Erlangga, 

2011). Hlm.91 
8
 Karimah, Saleh, dan Wanusmawatie, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan 

Masyarakat ( Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ).” 2 No.4 

(2005). 597-602 
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juga mendukung adanya dari partisipasi swadaya gotong royong masyarakat 

dalam melakukan kegiatan pemerintahan pembangunan fisik dan non fisik.
9
 

Dengan adanya penyaluran Bantuan Langsung berupa Alokasi Dana Desa 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah/desa itu dapat meningkatkan 

pembangunan fisik daerah seperti halnya pada segi infrastruktur yang ada di 

desa dan juga pada pembangunan non fisik dengan meningkatkan kualitas 

pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan adanya reformasi dan arus 

desentralisasi pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah yang selanjutnya dirubah pada Undang-Undang Nomor 

32 tahun 2004, paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu 

perubahan yang signifikan, dari pembangunan yang memegang pada negara 

menjadi paradigma pembangunan yang memegang masyarakat atau biasa 

yang disebut dengan istilah pembangunan masyarakat.
10

 

Total Alokasi Dana Desa pada Kabupaten Gresik sesuai dengan SK Bupati 

Gresik tertanggal 27 April 2017 Nomor 140/433/HK/437.12/2017 sebesar Rp. 

110,83 miliar.
11

 Dapat dilihat pada tabel 1.1 Berdasarkan data dari BPS 

berdasarkan angka Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa 

Madumulyorejo saat tahun 2017 Rp. 492.737.021 sedangkan Alokasi Dana 

Desa yang diakumulatifkan dalam kecamatan sebesar Rp. 10.439.365.973.  

                                                           
9
 Daru Wisakti, “Implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan geyer kabupaten 

grobogan,” Tesis (2008). 
10

 Faisal Nur, Sitti Bulkis, dan Hamka Naping, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses 

Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo 

Kabupaten Bulukumba),” Jurnal (n.d.): 1–8. 
11

 “Total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Gresik 2017 Sebesar Rp. 372,83,” Senin, 8 May 2017, 

diakses November 10, 2018, 

http://gresikkab.go.id/berita/total_dana_desa_dan_alokasi_dana_desa_gresik_2017_sebesar_rp_

372_83. 
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Tabel 1.1 

Data Alokasi Dana Desa Pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada tahun 

2017
12

 

 

Kode 

Desa 

Desa/Kelurahan Bagian Dana 

Perimbangan 

(ADD) (Rp.000) 

(1) (2) (6) 

001 Sawo 378.871.816 

002 Karacangkring 320.294.931 

003 Gedong Kedo’an 413.865.799 

004 Bulangan 357.574.130 

005 Wonokerto 362.896.302 

006 Bangeran 504.146.103 

007 Tiremenggal 410.577.235 

008 Lowayu 396.368.807 

009 Petiyintunggal 391.816.330 

010 Tebuwung 426.552.749 

011 Dukuhkembar 555.117.609 

012 Madumulyorejo 492.737.021 

013 Mentaras 411.853.103 

014 Mojopetung 357.571.130 

015 Baron 379.386.945 

016 Jrebeng 461.546.732 

017 Ima’an 320.294.931 

018 Sekargadung 403.976.195 

019 Babakbawo 441.767.524 

020 Babaksari 434.417.701 

021 Sambogunung 347.681.576 

                                                           
12

 Data Badan Pusat Statistik, diolah 5 November 2019 
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022 Kalirejo 415.656.797 

023 Sembungan Kidul 381.926.726 

024 Sembungananyar 341.595.616 

025 Dukunanyar 351.485.220 

026 Padang Bandung 379.386.945 

 Jumlah 10.439.365.973 

Sumber: BPS Kabupaten Gresik dalam Angka Tahun 2017 

Telah dilakukan beberapa penelitian oleh peneliti sebelumnya mengenai 

Alokasi Dana Desa, pembangunan daerah dimana dalam penelitian mengenai 

Alokasi Dana Desa, pembangunan daerah terdapat berbagai pendapat 

mengenai tingkat keberhasilan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan 

daerah. Salah satunya yaitu adannya dampak positif untuk desa dari Alokasi 

Dana Desa yang mampu mendukung atas terlaksananya program 

pemerintahan desa terutama pada pembangunan daerah dari segi 

pembangunan fisik dan non fisik. 

 Dalam penelitian ini memiliki alasan tersendiri untuk memilih program 

Alokasi Dana Desa dibandingkan program lain yang telah diprogramkan oleh 

pemerintah. Adapun ketertarikan peneliti yaitu karena program Alokasi Dana 

Desa mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembangunan 

sebuah desa. Pengendalian dalam program ini juga sepenuhnya ditangani 

langsung oleh pimpinan daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, 

peneliti lebih memilih meneliti program ini karena jika dana dikelola secara 

baik dan sesuai dengan aturan maka hasil pembangunan yang diharapkan 
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dengan meningkatkan kualitas pembangunan daerah akan terlihat lebih jelas 

dan juga sebaliknya. 

Hasil akhir yang diharapkan dengan implimentasinya Alokasi Dana Desa 

ini adalah adanya peningkatan pembangunan daerah baik itu bidang fisik 

ataupun non fisik. Dari segi pembangunan fisik meliputi pembangunan 

fasilitas desa misalnya rumah ibadah, saluran drainase, puskesmas, jalan, dan 

balai RT/RW. Sedangkan pada segi non fisik pembangunan lebih mengarah 

pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia 

meliputi, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. 

Terkait hal tersebut maka terjadi permasalahan yang menarik untuk 

dibahas mengenai proses penggunaan Alokasi Dana Desa di desa. Oleh karena 

itu, penelitian ini membahas Alokasi Dana Desa dengan melakukan penelitian 

yang mengamati proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang selama ini telah 

dilakukan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan memiliki 

pengaruh terhadap pembangunan daerah. Dimana Alokasi Dana Desa 

merupakan pendapatan desa yang diutamakan untuk menunjang pembangunan 

daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa 

Madumulyorejo. Maka, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: 

“Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas 

Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi 

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah telah teridentifikasi 

beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul tentang Alokasi Dana 

Desa antara lain: 

a. Apakah implementasi Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan 

prosedur yang ada. 

b. Apakah pembangunan fisik atau non fisik yang lebih diprioritaskan. 

c. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa. 

d. Apakah program-program desa telah terlaksana atas adanya penyaluran 

anggaran Alokasi Dana Desa. 

e. Apakah sudah terlaksana mengenai publikasi penggunaan Alokasi 

Dana Desa oleh pemerintah kepada masyarakat. 

f. Bagaimana proses penerimaan Alokasi Dana Desa dari pusat sampai 

ke daerah. 

2. Batasan Masalah 

Dilihat dari telah terealisasinya program Alokasi Dana Desa yang 

telah diberikan Pemerintah kota/kabupaten kepada pemerintah desa 

sebesar itu dan munculnya berbagai identifikasi atas permasalahan tentang 

program Alokasi Dana Desa, penelitian ini hanya dibatasi pada: 

a. Kontribusi dari program anggaran Alokasi Dana Desa terhadap 

pembangunan daerah baik dari segi fisik maupun Non fisik di desa. 
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b. Penggunaan program Alokasi Dana Desa yang dilihat dari segi 

penerimaan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban/evaluasi.  

Pada hakikatnya dengan terealisasinya program Alokasi Dana Desa 

tersebut harus digunakan secara benar dan optimal supaya penyaluran 

Alokasi Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan 

pembangunan daerah baik dari segi fisik maupun non fisik di desa serta 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat disusun 

rumusan masalah sebagai berikut 

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada tahun 2018? 

2. Bagaimana dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan 

kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah di Desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada Tahun 2018? 

D. Kajian Pustaka 

Ada beberapa penelitian mengenai Pengalokasian Alokasi Dana Desa telah 

dilakukan seperti, Faizatul Karimah, Chairul Saleh dan Ike Wanusmawatie 

dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 

Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket 

Kabupaten Lamongan)” dengan metode kualitatif meneliti mengenai Alokasi 

Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan 
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Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan administratif sudah 

dikatakan baik. Tapi, dari segi partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, 

pengawasan, pertanggungjawaban dan transparansi masih harus diperbaiki. 

Peran stakeholder (struktur desa) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa 

masih belum maksimal karena yang terlibat hanya kepala desa dan Hasil dari 

pemberdayaan masyarakat desa melalui anggaran Alokasi Dana Desa meliputi 

pemberdayaan lingkungan dan masyarakat. Dimana pemberdayaan 

lingkungan hanya meliputi infrastruktur, sedangkan pemberdayaan 

masyarakat meliputi pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna 

dan pemberdayaan wanita melalui PKK serta faktor pendukung dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu adanya peraturan yang jelas dalam 

mengelola anggaran Alokasi Dana Desa. 

I wayan Saputra (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Efektifitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani 

Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014 dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif meneliti mengenai bahwa Kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap ADD sehingga berkurang pula partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kurangnya koordinasi pada 

internal pemerintah desa, pemerintah desa dengan masyarakat dan pemerintah 

desa dengan stakeholders eksternal sehingga realisasi Alokasi Dana Desa 

tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dan pencairan dana desa yang 

lambat karena banyaknya mekanisme yang harus dipenuhi sehingga program 

yang sudah dijalankan mangkrak. 
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Rahmi Fajri, Endah Setyowati dan Siswidiyanto dalam penelitian yang 

berjudul Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD):Studi Kasus pada Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang 

Kabupaten Malang menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas 

pemerintah desa khususnya Desa Ketindan pada pengelolaan Alokasi Dana 

Desa serta mengidentifikasi faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Ketindan selama masa 

kerja. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapat adalah dimana 

akuntabilitas pada pemerintah desa mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa 

di Desa Ketindan melalui 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan sampai 

dengan laporan. Ketiganya dilakukan oleh pemerintah desa sebagai dasar 

komitmen untuk pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 

khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pada tiap tahapan tersebut 

sudah dilakukan sesuai pada peraturan yang sudah tertera dan tertulis dalam 

peraturan Bupati. 

Helen Florensi Oleh dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan 

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat 

Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri” tahun 2014 

dengan menggunakan penelitian metode kualitatif mengenai adanya kebijakan 

ADD yang sistem pengelolaannya secara mandiri memberikan dampak positif 

bagi pemerintah desa maupun masyarakat dalam memberikan keleluasan 
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dalam mengelola pemerintah desa, pembangunan serta sosial kemasyarakatan 

secara otonom. 

Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi dan Denok Kurniasih dalam 

penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa pada tahun 

2017 meneliti mengenai bagaimana implementasi kebijakan dana desa di Desa 

Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan meotode penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian adalah bahwa implementasi Dana Desa di Desa Gumelem Kulon 

Kabupaten Banjarnegara belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya 

prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya untuk pembangunan 

infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baru fokus terhadap 

pembangunan infrastruktur saja dan ketepatan layanan yang berkaitan dengan 

waktu pelaksanaan Dana Desa belum sesuai. Jadwal pelaksanaan 

musrenbangdes dan penetapan RKP Desa mengalami kemunduran sehingga 

menyebabkan mundurnya transfer Dana Desa ke desa, yang pada akhirnya 

berpengaruh terhadap waktu serta kesesuaian pelaksanaan dengan 

perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar 

Suryaningtyas yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

pada tahun 2015 dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa akuntabilitas 

pengelolaan alokasi dana desa di desa Dapurkejambon sudah direncanakan 

sesuai dengan PTO/Perbup  serta dibahas pada rapat BPD dengan pemerintah 
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Desa. Sehingga sistem akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa 

Dapurkejambon mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya dalam 

LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang nantinya dapat diketahui oleh 

seluruh lapisan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana 

sesuai dengan peraturan di Desa Dapurkejambon. Sedangkan, pada titik 

pembangunan desa bahwa semua dana Alokasi Dana Desa sudah di 

realisasikan dalam bentuk pembangunan fisik dan hasil dari pembelanjaan 

keperluan untuk pengerjaan pembangunan di bukukan dan dibuat Laporan 

Pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang ada. 

Chandra Kusuma Putra dan Ratih Nur Pratiwi, dalam penelitiannya yang 

berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) 

dengan metode penelitian kualitatif. Dengan memperoleh hasil penelitiaannya 

yaitu sebagian dari anggaran Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan 

masyarakat digunakan untuk pembangunan fisik. Dalam partisipasi 

masyarakat sudah baik tapi dalam proses penjaringan aspirasi program kurang 

terarah karena pendidikan masyarakatnya yang rendah seharusnya lebih 

mengutamakan pemberdayaan masyarakat dulu dan dinilai tidak sesuai 

dengan Perbup Malang Nomor 18 tahun 2016 mengenai Alokasi Dana Desa 

dan Faktor penghambatnya yaitu, rendahnya SDM perangkat desa maupun 

penduduk desa. 

Dalam penelitian Nova Sulastri (2016) dengan judul penelitiannya 

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan 
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Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna 

yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil dimana Proses 

yang tercipta dalam setiap tahapan antara lain, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai 

dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang 

mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi 

dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan dan adanya faktor 

penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa antara lain, Sumber Daya 

Manusia, Informasi, Partisipasi masyarakat. 

Desy Purnamasari (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten 

Sidoarjo dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam 

penelitiannya menghasilkan bahwa perencanaan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa sudah dikatakan baik karena telah menerapkan prinsip akuntabel, 

transaparan dan partisipatif dan sudah mengikuti aturan yang berlaku dengan 

adanya hasil musyawarah yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan 

Desa dan dievaluasi oleh Camat dan Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat tapi masih ada kendala 

dalam proses pertanggungjawaban yaitu terjadinya keterlambatan dalam 

penyerahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). 

Pada penelitian Bayu Sukmawan Budiono (2013), yang berjudul 

Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 

tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa 
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Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo) dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Dimana hasil yang diperoleh dalam penelitian 

tersebut yaitu pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa dinilai cukup baik 

karena sesuai dengan peraturan yang mendasari dan struktur organisasi 

pelaksana Alokasi Dana Desa yang dibentuk dengan baik akan tetapi masih 

ada saja hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa meliputi, 

pelaksanaan sosialisasi hanya tertuju pada perangkat, kapasitas tenaga 

pelaksana tidak merata dan partisipasi swadaya masyarakat dalam 

pengalokasian ADD belum maksimal. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka dapat 

dirancang tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada tahun 2018. 

2. Untuk menganalisis dampak Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan 

kualitas pembangunan daerah dan Otonomi Daerah di Desa 

Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada Tahun 2018. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa 

terhadap kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah di desa 

Madumulyorejo diharapkan memberikan manfaat untuk beberapa pihak yang 

bersangkutan. 
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1. Manfaat Secara Umum 

Dengan adanya penelitian ini diharapakan mampu menambah 

wawasan dari berbagai literatur ekonomi mengenai penggunaan Alokasi 

Dana Desa dalam peranannya meningkatkan kualitas pembangunan daerah 

dan otonomi daerah. Di samping itu, masyarakat diharapkan lebih peka 

lagi terhadap program-program yang ada pada pemerintahan desa. 

2. Manfaat untuk Pemerintah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk 

Pemerintah kabupaten Gresik yang dijadikan sebagai evaluasi mengenai 

proses realisasi anggaran Alokasi Dana Desa. Dan untuk Pemerintah Desa 

Madumulyorejo agar lebih optimal lagi dalam pengelolaan Alokasi Dana 

Desa sesuai dengan peraturan yang ada supaya sesuai dengan tujuan/target 

dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa. 

3. Manfaat untuk Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta 

pemahaman bagi peneliti selanjutnya mengenai bagaimana prosedur 

pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya peningkatan kualitas 

pembangunan daerah dan otonomi daerah. 

G. Definisi Operasional 

Adapun tujuan dari definisi konsep operasional yaitu untuk memberikan 

arahan kepada peneliti untuk melakukan penelitian, maka dari itu perlu adanya 

penyusunan definisi konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, 

antara lain; 
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1. Efektivitas 

Efektivitas merupakan suatu ukuran dari keadaan atau kemampuan 

dari suatu kerja yang telah dilaksanakan oleh manusia atau sebuah instansi 

dengan tujuan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2. Alokasi Dana Desa 

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang 

didapatkan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan besaran 10% yang 

berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Dimana dari 

seluruh kegiatan program pemerintah desa yang didukung dengan Alokasi 

Dana Desa kemudian akan di pertanggungjawabkan dan dialaporkan 

secara terbuka dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat desa. 

3. Pembangunan Daerah 

Pembangunan Daerah merupakan salah satu upaya pemerintah 

daerah dalam memanfaatkan sumber daya guna membangun masyarakat 

secara menyeluruh dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat 

secara terencana dan berkelanjutan. Pada pemerintah daerah dan 

masyarakat membentuk suatu kemitraan antara pemerintah daerah dengan 

sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan 

mengembangkan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. 
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4. Otonomi Daerah 

Otonomi daerah merupakan upaya dalam suatu pembangunan 

daerah dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, 

prioritas, dan potensi daerah tersebut. Pemberian suatu hak, wewenang dan 

kewajiban yang diserahkan kepada daerah otonom oleh Kabupaten/kota 

dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang ada. Maka dengan pemberian otonomi daerah kabupaten/kota 

pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
13

 

H. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitan merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

sebuah penelitian yang mampu menangkap suatu keadaan yang 

sebenarnya dari suatu objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun 

Kabupaten Gresik. Adapun alasan penetapan lokasi penelitian ini karena 

Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik masih 

tergolong desa yang terpinggir.  

 

 

                                                           
13

Karimah, Saleh, dan Wanusmawatie, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan 

Masyarakat ( Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ).” 2 No.4 

(2005). 597-602 
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2. Sumber data 

Adapun jenis data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif. 

a. Data primer, yakni data yang didapatkan langsung melalui 

informasi lapangan berupa wawancara kepada narasumber. Dalam 

penelitian data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala 

desa, perangkat desa, dan masyarakat di Desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. 

b. Data sekunder, yakni data yang didapatkan dengan cara tidak 

langsung hanya melalui laporan-laporan atau catatan-catatan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai 

pengimplementasian pengelolaan Alokasi Dana Desa.
14

  

3. Tipe Penlitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dengan menggunakan studi 

kasus yaitu memperhatikan semua aspek yang penting dari suatu kasus 

yang akan diteliti dengan tipe penelitian studi kasus dapat mempermudah 

peneliti dalam menyampaikan suatu gambaran secara lebih detail 

mengenai suatu situasi atau objek. Beberapa ciri utama yang terdapat 

dalam penelitian kasus ini, sebagai berikut: 

a. Penelitian yang mengkaji lebih mendalam mengenai suatu unit seperti 

unit sosial, keadaaan masyarakat, keadaaan individu dan keadaan 

                                                           
14

 Ibid 
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lingkungan dan tetap memperhatikan semua aspek yang dianggap 

penting dalam unit tersebut sehingga mendapatkan hasil yang lebih 

detail. 

b. Penelitian bersifat deskriptif 

c. Bersifat heuristik yang artinya dengan menggunakan penelitian kasus 

dapat menjelaskan alasan terhadap suatu masalah atau isu. 

d. Pada penelitian kasus membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. 

Disaat akan memilih metodelogi yang akan digunakan, maka peneliti 

harus memperhatikan hal-hal berikut: pertanyaan penelitian, tujuan 

penelitian, kepercayaan dan nilai-nilai peneliti, ketrampilan peneliti, dan 

waktu serta biaya. 
15

 

Peneliti menggunakan metode dengan pendekatan studi kasus 

dengan tujuan dapat menunjukkan sejauh mana tingkat pemahaman dan 

konsep-konsep yang diperoleh dan menyampaikan suatu gambaran secara 

lebih detail mengenai situasi atau objek dalam mengartikan sebuah 

kejadian dalam efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap 

kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah di Desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2018. 

4. Informan Penelitian 

Salah satu langkah dalam melengkapi penelitian yaitu dengan 

menentukan informan penelitian sesuai dengan tema yang diteliti. Dimana 

informan penelitian merupakan anggota kelompok partisipan yang dipilih 

                                                           
15

 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Padang: 

Kencana, 2013). Hlm. 339-342 
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salah satu sesuai dengan perannya yang mampu mengarahkan dan 

menerjemahkan dalam muatan budaya seorang pelaku yang terlibat 

langsung sesuai dengan topik permasalahan peneliti. 

Adapun cara dalam memilih seorang informan yaitu dengan cara 

puposive sampling yaitu dimana penarikan sampelnya dilakukan dengan 

cara yang subjektif. Dan memiliki tujuan dan maksud tertentu serta dalam 

memilih seorang informan harus yakin bahwa informan tersebut 

mempunyai informasi yang dapat membantu peneliti untuk menyelesaikan 

penelitiannya. 

Karakteristik yang dimiliki informan dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: a.) berpendidikan minimal SMA; b.) mengenal terhadap 

lingkungan desa; c.) penduduk desa yang sudah menetap selama minimal 

5 tahun; d.) mempunyai korelasi dengan dengan perangkat desa; e.) usia 

25-40 tahun. 

Berdasarkan ulasan mengenai karakteristik informan penelitian 

diatas, maka yang dapat dinilai layak sebagai informan adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepala Desa  

Kepala desa merupakan seorang pemimpin yang ada pada desa 

dengan mengatur atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut 

UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4, yang menjelaskan mengenai 

kewajiban kepala desa, sebagai berikut: 
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1. Berpegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik 

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga 

kemasyarakatan desa; 

4. Melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik 

Dengan ini, maka peneliti memerlukan data wawancara dari kepala 

desa Madumulyorejo Bapak Mat Rozim, S.Pd yang menjabat sebagai 

kepala desa selama dua periode. Periode pertama dimulai pada tahun 

2009-2014 dan periode yang kedua dimulai dari tahun 2014-2019. 

Data yang dibutuhkan peneliti yaitu mengenai penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pembangunan desa serta dalam halnya 

pemberdayaan masyarakat desa. 

b. Sekretaris Desa  

Kepala desa tidak bekerja sendirian dalam hal membangun 

pemerintahan desa yang baik. Maka dengan ini kepala desa dibantu 

oleh Sekretaris desa yang bertugas dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan 

laporan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.  

Maka dari itu, peneliti memerlukan data penelitian melalui 

Sekretaris desa Ibu Astutik, S.Pd yang menjabat sebagai sekretaris dari 
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tahun 2018. Data yang dibutuhkan peneliti melalui sekretaris desa 

yaitu, laporan mengenai rancangan, perubahan dan 

pertanggungjawaban terkait apa yang telah dilaksanakan dalam 

APBDes, serta melakukan verifikasi terhadap barang/jasa, bukti 

penerimaan dan bukti pengeluaran APBDes. 

c. Kepala Urusan Keuangan Desa 

Kepala Urusan Keuangan desa bertugas membantu sekretaris desa 

dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, 

mempersiapkan bahan penyusunan APBDes, dan membuat laporan 

keuangan desa atas pelaksanaan APBDes. Maka dari itu, peneliti 

membutuhkan data dengan sumber dari kepala urusan keuangan desa 

Madumulyorejo Ibu Shohiatul Ilmiyah, SE yang menjabat sebagai 

kepala urusan keuangan desa dari tahun 2018. Dengan tujuan untuk 

mengetahui mengenai sumber pendapatan dan proses pengelolaan 

keuangan desa yang ada di Desa Madumulyorejo dalam penerepan ke 

program-program yang ada di desa. 

d. Tokoh Masyarakat 

Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang mempunyai 

pengaruh dalam lingkungannya dengan maksud orang tersebut 

memiliki posisi, kedudukan, kemampuan, segala tindakan serta 

ucapannya yang menjadikan masyarakat sekitarnya memiliki rasa 

hormat terhadap orang tersebut. Dengan ini, peneliti membutuhkan 

data dengan sumber dari Bapak Ghufron dimana pak Ghufron ini 
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anggota dari Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Madumulyorejo, 

dengan ini peneliti membutuhkan dari bapak Ghufron yang perannya 

sebagai tokoh masyarakat untuk mendapatkan data mengenai penilaian 

dari kinerja pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

e. Mayarakat  

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang bekerja sama 

dengan tujuan mendapatkan hak nya yang telah di tata dalam peraturan 

perundang-undangan, norma-norma, serta adat istiadat yang ditaati 

dalam lingkungannya. Maka dari itu, peneliti membutuhkan data 

dengan sumber dari beberapa masyarakat Desa Madumulyorejo 

mengenai keterlibatannya dalam program kerja pemerintah desa dan 

atas kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan visi misi desa dan 

program-program desa. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

e. Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data 

dengan cara sengaja dan sudah terarah sesuai rencana dan tujuan yang 

akan diinginkan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan pada 

seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi serta mengacu pada syarat 

dan aturan dalam penelitian.  

Observasi yang dilakukan yaitu dengan cara melihat langsung 

keadaan lokasi dan mengamati secara langsung mengenai dampak 
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Alokasi Dana Desa dengan studi analisis penggunaan Alokasi Dana 

Desa terhadap kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah di 

Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. 

Melakukan pengamatan langsung pada pembangunan daerah baik dari 

segi fisik maupun non fisik dan otonomi daerah di desa 

Madumulyorejo. Pengamatan ini dilakukan supaya peneliti 

mendapatkan data yang lebih detail dan valid. 

f. Wawancara  

Metode penelitian wawancara merupakan teknik dalam 

mengumpulkan data dengan cara langsung memberikan pertanyaan 

kepada informan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti 

oleh peneliti.
16

 Pada metode ini peneliti melakukan wawancara 

langung dengan para informan yang terkait mengenai dampak Alokasi 

Dana Desa dengan studi efektivitas anggaran Alokasi Dana Desa 

terhadap kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah di desa 

Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. 

g. Dokumen dan Arsip 

Pada tahap teknik dokumen dan arsip akan dilakukan telaah lebih 

lanjut, peneliti akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu 

berupa penelitian sebelumya baik itu berupa buku ataupun jurnal. Pada 

metode penelitian ini dokumen dan arsip yang memiliki keterkaitan 

dengan fokus penelitian dimana keduanya merupakan sumber data 

                                                           
16

 Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan 

Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.” Skripsi (2016). 

31-48 
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yang penting didalamnya diantaranya dokumen-dokumen yang 

tertulis, gambar atau statistik maupun berupa laporan ilmiah 

sebelumnya.  

6. Teknik Pengolahan Data 

a. Reduksi Data 

Reduksi data lebih mengarah pada proses pemilihan, pemisahan, 

dan transformasi data mentah yang sudah ada dalam catatan yang 

sudah tertulis dari lapangan. Mereduksi data sama halnya dengan 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, 

mencari tema dan polanya. Kurang lebih reduksi data meliputi 

mengikhtisarkan hasil pengumpulan data dengan lengkap, dan 

memilah-milahnya dalam satuan konsep, kategori atau tema tertentu.  

Hasil dari wawancara dengan Kepala desa, Sekretaris desa, kepala 

urusan keuangan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat yang sudah 

tercatat dipilih terlebih dahulu dan selanjutnya dipisahkan berdasarkan 

kategori atau tema mengenai dampak Alokasi Dana Desa dengan studi 

efektivitas penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa terhadap kualitas 

pembangunan daerah dan otonomi daerah di Desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. 

b. Data Display 

Proses data display ini melanjutkan dari proses reduksi data. 

Bentuk data display pada jenis penelitian kualitatif ini bersifat naratif. 

Dengan adanya teknik display data maka akan memudahkan peneliti 
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dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah diketahui dalam penelitian tersebut.
17

 

Hasil dari reduksi data dengan pengelompokkan berdasarkan tema 

tersebut, kemudian merangkainya dalam bentuk narasi mengenai 

dampak Alokasi Dana Desa dengan studi efektivitas penggunaan 

anggaran Alokasi Dana Desa terhadap kualitas pembangunan daerah 

dan otonomi daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun 

Kabupaten Gresik. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis melalui data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi serta dokumen dan arsip. Dengan cara mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola dan satuan uraian sehingga dapat dirumuskan pada 

bentuk kesimpulan  yang mudah difahami oleh peneliti maupun pembaca. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaif dengan analisis 

deskriptif dengan tujuan agar dapat mengetahui dan menggambarkan 

fenomena dampak Alokasi Dana Desa dengan studi efektivitas 

penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa terhadap kualitas pembangunan 

daerah dan otonomi daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun 

Kabupaten Gresik.  

Menurut Indriantoro, penilitian kualitatif merupakan penelitian 

yang ditujukan untuk mengetahui suatu keadaan mengenai apa yang 
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 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 

Hlm. 70 
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tengah dialami oleh subjek penelitian contohnya dalam bentuk perilaku, 

motivasi dan tindakan. Sedangkan validitas menurut Sugiyono merupakan 

kesesuaian antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang 

disampaikan oleh peneliti.
18

 

Adapun data-data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara 

dengan informan penelitian yang telah ditentukan, yaitu Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Kepala Urusan keuangan Desa, Tokoh masyarakat dan 

masyarakat di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. 

Dalam analisis data secara keseluruhan berasal data yang telah didapatkan 

dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang menjelaskan pokok-

pokok persoalan dan menganalisis data yang diperoleh untuk mendapatkan 

kesimpulan akhir. 

8. Teknik Validasi Data 

Teknik validasi data yang digunakan peneiti adalah derajat 

kepercayaan (Credibiliy) dengan menggunakan triangulasi. Menurut 

Patton, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

dilakukan memanfaatkan sesuatu yang lain. Maksud dari memanfaatkan 

sesuatu yang lain yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode dan teori.  

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. 

apabila terjadi perbedaan pendapat dalam informan penelitian maka yang 
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 Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntasi dan 

Manajemen, Edisi Pert. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2013). Hlm.25-30 
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dijadikan patokan disini bisa mengetahui adanya alasan-alasan akibat  

terjadinya perbedaan dalam berpendapat. Triangulasi dengan metode 

terdapat dua cara, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi 

dengan teori, dengan melakukan pemeriksaan derajat kepercayaan dengan 

satu atau lebih teori atau bisa disebut juga dengan penjelasan banding 

(rival explanation).
19

 

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka data-data tersebut 

diperoleh dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan keuangan 

Desa yang melaksanakan program kerja pada Pemerintah desa dengan 

memanfaatkan Alokasi Dana Desa serta tokoh masyarakat dan masyarakat 

Desa yang andil dan memakai fasilitas pada Desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. 

Data tersebut akan dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan 

kesimpulan akhir. Sedangkan teknik triangulasi dilakukan untuk mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. 

Seperti halnya pada penelitian ini, selain menggunakan teknik wawancara 

peneliti juga melakukan pengecekan kebenarannya dengan melakukan 

observasi langsung. Selanjutnya peneliti melakukan observasi di lapangan 

dengan andil secara langsung maupun tidak langsung. Serta didukung 

dengan data dokumentasi, sehingga hasil dari data triangulasi tersebut 

                                                           
19

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. Conny R. Semiawan, Edisi Revi. 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014). 
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dapat memberikan kesimpulan mengenai keabsahan data penelitian. 

Apakah data yang diperoleh dari penelitian ini konsisten, tidak konsisten 

atau berlawanan. 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam menyusun sebuah penelitian, sistematika yang digunakan penulis 

meliputi sebagai berikut: 

 BAB I.   Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

 BAB II.  Kerangka Teoritis 

Bab ini menjelaskan landasan teori tentang 

efektivitas, Alokasi Dana Desa, pembangunan 

daerah, Otonomi Daerah. 

 BAB III.  Data Penelitian 

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang berkenaan 

dengan variabel yang diteliti secara obyektif dalam 

arti tidak dicampur dengan opini peneliti. Deskripsi 

data penelitian dilakukan dengan jelas dan lengkap 

tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap 

kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah. 
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BAB IV  Analisis Data 

Bab ini menjelaskan analisis terhadap data 

penelitian dengan metode kualitatif deskriptif untuk 

menjawab masalah penelitian, menginterpretasikan 

dan menggabungkan hasil penelitian itu ke dalam 

kumpulan pengetahuan yang sudah bagus, 

memodifikasi teori yang sudah ada atau menyusun 

sebuah teori baru. 

BAB V  Penutup 

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan 

mengenai penguraian kesimpulan dari penjelasan-

penjelasan yang telah dibahas dan saran penelitian.  
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

A. Efektivitas 

Menurut Schemerhon John R. Jr, Efektifvtas merupakan suatu alat ukur 

dalam pencapaian semua sasaran yang akan digunakan. Dimana dalam 

pencapaian target tersebut  menentukan besar output yang diukur dengan 

membandingkan pada output angggaran yang seharusnya dengan output 

realisasinya. Jika anggaran yang seharusnya itu lebih besar dari anggaran 

realisasinya maka itu disebut efektif. Efektivitas mempunyai keterkaitan yang 

erat dengan efisiensi yang dapat dilihat dari berbagai sudut dan dapat dinilai 

dengan berbagai cara. 

Menurut Mardiasmo (2004), efektivitas merupakan suatu ukuran atas 

berhasil tidaknya dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi 

tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif, apabila suatu organisasi 

dapat mencapai tujuannya.
20

  

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan atas 

tercapaianya program-program kegiatan yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan apa 

yang menjadi tujuannya.  

                                                           
20

 Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan 

Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.” 
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1. Ukuran Efektivitas 

Pengukuran efektivitas juga dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara rencana yang telah disepakati dengan hasil rencana 

yang sudah terwujudkan. Dapat dikatakan tidak efektif, jika antara usaha 

dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai yang menyebabkan tidak 

tercapainya tujuan yang diharapkan. Berikut kriteria atau ukuran mengenai 

pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagai berikut: 

a. Tujuan yang akan dicapai jelas, berarti pada pemerintahan desa 

melaksanakan tugas dapat mencapai tujuan yang terarah.  

b. Pencapaian tujuan strategi yang jelas, bahwasanya strategi merupakan 

mengikuti alur yang sesuai dalam melakukan berbagai upaya untuk 

mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

c. Adanya proses analisis dan penetapan kebijakan, dimana dengan 

adanya kebijakan maka akan mampu mencapai tujuan-tujuan melalui 

usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 

d. Perencanaan yang matang maka akan memberikan suatu keputusan 

yang akan diambil untuk organisasi dimasa depan. 

e. Terencananya penyusunan program dengan tepat karena untuk menjadi 

pedoman dalam melakukan suatu tindakan. 

f. Salah satu indikator efektivitas dalam organisasi yaitu kemampuan 

bekerja yang secara produktif dan didukung dengan adanya sarana dan 

prasarana yang tersedia. 
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g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, karena apabila tidak 

dilaksanakan dengan efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak 

akan mampu mencapai tujuannya.
21

 

B. Alokasi Dana Desa 

Salah satu pendapatan desa yang diterima oleh desa itu ada  di APBDes 

yaitu berupa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah dan ditransferkan melalui kepala urusan 

keuangan desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, maka kebutuhan desa 

akan terpenuhi dalam mengelola pembangunan desa dan kepemerintahannya 

secara otonom. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

mengenai Desa, dimana penyelenggaraan pada urusan Pemerintahan Desa 

didanai dari APBDes dan bantuan Pemerintah Desa. 

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah  yang diperuntukkan untuk desa dari 

Kabupaten/Kota yang sudah dituangkan dalam APBDes (Anggaran 

Pendapatan Belanja Desa). Dengan adanya pemberian Alokasi Dana Desa 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan desa dalam melaksanakan otonomi 

supaya desa dapat berkembang serta mampu meningkatkan pembangunan dan 

pertumbuhan pada wilayah yang strategis. Adapun besaran Alokasi Dana Desa 

yang diterima oleh desa yaitu 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum 

dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat 

                                                           
21

 Budhi Setianingsih dan Endah Setyowati, “Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah ( SIMRENDA ) ( Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang 

)” 3, no. 11 (2009): 1930–1936. 
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dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa.
22

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Alokasi Dana Desa, bahwasanya Alokasi Dana Desa tersebut memiliki 

maksud dan tujuan tersendiri yaitu Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Adapun tujuan dari adanya Alokasi Dana Desa, sebagai 

berikut: 

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan 

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat 

desa 

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan 

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

rangka mewujudkan peningkatan sosial 

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat 

6. Meningkatkan pelayanaan pada masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat 

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat 

8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDesa) 

                                                           
22

 Desy Purnamasari, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon 

Kabupaten Sidoarjo 2015” (Universitas Jember, 2016). 
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Pengalokasian Alokasi Dana Desa juga memperhatikan apa yang sudah 

ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009, 

berikut rumus dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa: 

1. Azas merata, yaitu besarnya Alokasi Dana Desa yang sama untuk tiap desa 

yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal yaitu 

sebesar 60% dari total Alokasi Dana Desa se Kabupaten dengan jumlah 

desa yang ada di kabupaten. 

2. Azas adil, yaitu bagian dari Alokasi Dana Desa berdasarkan nilai bobot 

desa yang sudah dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang 

selanjutnya akan disebut Alokasi Dana Desa Proporsional yaitu sebesar 

40% dari total Alokasi Dana Desa Kabupaten dengan berdasarkan nilai 

bobot tiap desa yang bersangkutan.
23

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 

bahwasanya Alokasi Dana Desa merupakan anggaran dari dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dengan 

pembagiannya secara proporsional untuk setiap desa. Menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 20017 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa pada pasal 20, bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa 

lebih mencakup pada keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

                                                           
23

 Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009, 

2009. 
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penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan.
24

 

Sedangkan menurut Rozaki, Alokasi Dana Desa merupakan salah satu 

keuangan desa yang didapatkan dari bagi hasil pajak dan bagian dari dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk 

desa paling sedikit 10%. Seluruh kegiatan ataupun aktifitas yang dilakukan 

berasal dari anggaran Alokasi Dan Desa harus direncanakan, dilaksanakan, 

dan dievaluasi secara terbuka kepada publik terutama pada masyarakat desa 

yang bersangkutan.
25

 

Alokasi Dana Desa merupakan program yang telah disediakan oleh 

pemerintah pusat dan program lanjutan dari dana bantuan desa semenjak tahun 

1969 dalam bentuk instruksi pemerintah pembangunan desa. Dengan 

diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, dengan demikian Alokasi Dana 

Desa kemudian dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD). Setelah terlaksananya otonomi daerah tersebut, maka selanjutnya 

pemerintah Kabupaten wajib memberikan kewenangan kepercayaan kepada 

pemerintahan desa untuk sebagai desa otonom dalam mengelola anggaran 

suatu kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun tujuan 

yang diharapkan dari pelimpahan kewenangan agar tercipta kemandirian 

masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai budaya adat yang ada di 

masyarakat yang dilandasi dengan kebijakan pemerintah. 
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 Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten 

Malang).” 
25

 Karimah, Saleh, dan Wanusmawatie, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan 

Masyarakat ( Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ).” 
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Pemberian kepercayaan kewenangan kepada pemerintahan desa untuk 

menjadi desa otonom dalam mengelola anggaran pada suatu kegiatan yang 

tercermin pada kebijakan pemerintah daerah. Adapun kebijakan pemerintah 

daerah tersebut yaitu berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati 

(Perbup), maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi 

yang berkaitan langsung dengan pengelolaan suatu kegiatan secara otonom. 

Pada dasarnya pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari 

pemenuhan hak desa dalam melaksanakan otonominya supaya dapat tumbuh 

dan berkembang dengan mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri.  

Secara umum, mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa ataupun 

kebijakan yang telah dikeluarkan oleh suatu dinas ataupun instansi dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang membuka 

ruang dengan masyarakat untuk dapat terlibat dalam pengelolaan Alokasi 

Dana Desa yang dimulai dari tahap  perencanaan, pelaksanaan maupun 

pengawawan, berikut penjelasannya; 

1. Tahap Perencanaan  

Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan hal-hal yang 

akan dicapai sesuai dengan tujuan jangka panjang dengan 

mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang agar dapat 

mencapai hasil yang memuaskan. Jadi pada tahap perencanaan ini, Alokasi 

Dana Desa disusun oleh pemerintah desa dengan menyusun perencanaan 

pembangunan desa sesuai dengan kewenangan perencanaan pembangunan 

Kabupaten/Kota dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal. 
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Berdasarkan penjelasan mengenai konsep perencanaan, bahwa ada 5 aspek 

yang perlu diperhatikan dalam konsep perencanaan, antara lain: 

a. Prosedur perencanaan harus dilaksanakan secara partisipatif yang 

dilakukan dengan musyawarah atau rembung desa. 

b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) atau sekarang yang disebut 

dengan Rencana Pembangunan Desa (RPD) harus ditandatangani oleh 

semua pihak yang terlibat, antara lain : Kepala Desa, Ketua BPD, dan 

ketua LPMD serta disahkan oleh Camat disertai lembar kerja. 

c. Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa yang harus sesuai sengan 

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009, yaitu : pemberdayaan 

masyarakat sebesar 70% dan BOP Pemerintah Desa dan Belanja 

Aparatur sebesar 30%. 

d. Anggaran Alokasi Dana Desa tidak boleh digunakan dalam kegiatan 

politik, membayar Pajak Bumi dan Bangunan, kegiatan bersih desa, 

pengadaan hiburan dan peringatan hari besar nasional. 

e. Pada kegiatan pembangunan desa tertentu yang dibiayai dengan 

anggaran Alokasi Dana Desa tidak terjadinya duplikasi pembiayaan 

dengan anggaran diluar Alokasi Dana Desa. 
26

 

Perencanaan pada keuangan desa berasal dari hasil kesepakatan dalam 

musyawarah desa yang menjadi dokumen terdiri dari RPJMD dan 

Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPD) dengan berpedoman pada 

perencanaan pembangunan desa. Dalam forum musyawarah perencanaan 
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 Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Berbasis Partisipasi masyarakat, 

Edisi Revi. (Malang: Setara Press, 2014). 
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pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh lapisan masyarakat desa yang 

kemudian menghasilkan susunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKPD). Penetapan RPJMD paling lama tiga bulan terhitung semenjak 

kepala desa dilantik. RPJM tersebut berisikan mengenai visi misi kepala 

desa yang sudah terpilih, rencana pelaksanaan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan arah pada 

kebijakan perencanaan pembangunan desa. 

Tahap evaluasi dimasukkan dalam RKPD mengenai pelaksanaan 

RKPD dari tahun sebelumnya, prioritas program dan anggaran desa yang 

sudah dikelola oleh desa ataupun melalui kerjasama/pihak ketiga serta 

kewenangan dalam penugasan dari tingkatan pemerintahan yang lebih 

tinggi. RKPD ini merupakan penjabarann dari isi RPJM yang disusun oleh 

pemerintahan desa pada bulan Juli tahun berjalan dengan penetapan 

peraturan desa yang paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. 

Dengan ini RKPD menjadi dasar dalam penetapan APBDesa. 

Berikut mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan Alokasi 

Dana Desa, antara lain: 

a. Sekretaris Desa menyusun Raperdes APBDes 

b. Kepala Desa menyampaikan Raperdes APBDes kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama 
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c. Raperdes APBDes yang telah dibahas dan disepakati akan disampakan 

kepada Bupati/Walikota melalui camat. 

d. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes 

e. Peraturan Desa berlaku apabila Bupati/Walikota tidak memberikan 

hasil evaluasi 

f. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes APBDes 

tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan 

g. Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa apabila Kepala Desa 

tidak menindaklanjuti hasil evaluasi 

h. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu 

APBDes tahun anggaran sebelumnya 

i. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan 

selanjutnya Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) mencabut Peraturan Desa yang dimaksud.
27

 

Dimana dalam penyusanan rancangan APBDes harus disusun oleh 

pemerintah desa. Penyusunan rancangan APBDes dilakukan setelah 

adanya penetapan peraturan bupati/kota mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Alokasi Dana Desa.  Peenetapan peraturan bupati/kota 

wajib di sampaikan dan disosialisasikan kepada desa untuk mengetahui 

besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa. 

                                                           
27

 Sri Mulyani, Buku Pintar Dana Desa (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 

2017). 
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Dalam menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatannya kepala desa harus 

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Pembagian 

Alokasi Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-

kegiatan yang sesuai dengan daftar urutan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam RKPD. Kepala desa tidak diperbolehkan merubah daftar kegiatan 

yang sudah direncanakan dan telah dibiayai Alokasi Dana Desa yang 

sudah ditetapkan dalam RKPD. 

Adapun alur atau proses dalam perencanaan penggunaan keuangan 

yang ada di desa dengan menampung usulan-usulan program 

pembangunan yang sudah disesuaikan dengan keadaan desa yang 

berdasarkan hasil aspirasi dari elemen desa yang meliputi, aparatur desa 

dan masyarakat desa. Tim penyelenggara musrenbang merekap usulan-

usulan dari elemen desa. Pemaparan draft Rancangan Anggaran Belanja 

untuk dijadikan rencana skala prioritas dan pengelompokkan anggarannya 

per bidang yang selanjutnya dimasukkan dalam berita acara Musrenbang.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan suatu bentuk tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang telah disusun secara baik dan terperinci yang 

kemudian diimplemesntasikan atau bisa disebut juga sebagai penerapan. 

Berdasarkan pada  peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari dana APBN dan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengatur beberapa pokok mengenai 

pokok penggunaan keuangan desa. Terdapat pada Peraturan Daerah 
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Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa belanja desa 

yang telah ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan: 

a. Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah 

Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam 

Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan peraturan desa tentang 

APBDesa. 

b. Bagian dari Alokasi Dana Desa yang sudah digunakan untuk belanja 

aparatur dan operasional pada Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Daerah  yaitu paling banyak 30% dan untuk belanja 

pemberdayaan masyarakat paling sedikit 70%. 

c. Berikut Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur dan keperluan 

operasional pemerintahan desa, sebagai berikut: 

1) Tunjangan kepala desa dan perangkat desa 

2) Tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa 

3) Biaya sekretariat desa 

4) Biaya sekretariat Badan Permusyawaratan Desa 

5) Biaya pemeliharaan sarana pemerintahan desa 

d. Berikut anggaran Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk belanja 

pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut: 

1.) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil 

2.) Pinjaman modal usaha masyarakat 

3.) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan 

4.) Perbaikan lingkungan dan pemukiman 
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5.) Teknologi tepat guna 

6.) Perbaikan kesehatan dan pendidikan 

7.) Pengembangan sosial budaya
28

 

Telah disebutkan pada pasal diatas bahwasanya keuangan desa hanya 

dibatasi untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 

pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun 

tunjangan insentif bagi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dan Rukun Warga/Tetangga. 

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang sudah ditetapkan muncul 

sebelum adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran keperluan desa 

yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Dengan adanya dukungan 

bukti yang lengkap dan sah maka semua penerimaan dan pengeluran desa 

dapat dipertanggungjawabkan oleh desa. Jadi, setelah adanya pelaksanaan 

perencanaan maka langkah selanjutnya yaitu pengorganisasian mengenai 

pelaksanaan dari kegiatan tersebut agar semua berjalan sesuai dengan 

keinginan. 

Pada proses realiasi APBDesa, yang memegang koordinator pada 

kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat 

adalah Kepala Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan harus lebih 

mengutamakan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber Daya 

                                                           
28

 Gresik, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009. 
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Alam yang ada di desa serta memperdayagunakan swadaya dan gotong 

royong masyarakat.  

Disamping itu, APBDesa juga digunakan untuk kegiatan pembangunan 

antar desa maupun pembangunan kawasan perdesaan. Dimana 

pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan 

antar desa yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan melalui 

pendekatan pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan 

pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan cara botton up 

dengan melalui pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan 

dapat pula dengan cara top down melalui program dari 

Gubernur/Walikota. 

Dalam halnya pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, bantuan 

pendamping secara berjenjang bisa didapatkan oleh masyarakat dan 

pemerintah desa.  Secara teknis, pendampingan dilakukan oleh satuan 

kerja perangkat daerah kabupaten/Kota dan dapat dibantu pula oleh tenaga 

pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak 

ketiga yang dikoordinator oleh Camat di wilayah desa tersebut.
29

 

3. Tahap Pertanggungjawaban 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi 

Dana Desa pasal 11 ayat 1 disebutkan , bahwa pembangunan pada skala 

desa yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan 

                                                           
29

 Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan 

Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.” 
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secara swakelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 

dan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, selain pada 

penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa atau Alokasi Dana 

Desa. 

Dalam halnya melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan 

kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, diwajibkan untuk kepala 

desa untuk menyampaikan laporan keuangan desa. Bentuk laporan 

tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke 

Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa. Bentuk laporan 

kepada Bupati/Walikota dengan melalui camat yang berisikan laporan 

semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa, Laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 

anggaran, dan laporan realisasi penggunaan dana desa. Sedangkan bentuk 

laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa berisikan mengenai laporan 

keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang 

terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
30

 

Laporan pertanggungjawaban mengenai Alokasi Dana Desa tidak 

lepas dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa, maka dari itu bentuk 

                                                           
30

 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi 
Pengelolaan Keuangan Desa” (2015). 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50 
 

 
 

dari pertanggungjawabannya adalah bentuk pertanggungjawaban 

APBDesa. Adapun bentuk-bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan pada 

APBDesa yang telah mendapatkan anggaran dari Alokasi Dana Desa, 

sebagai berikut: 

a. Laporan berkala, artinya pelaporan mengenai penggunanaan anggaran 

Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin pada setiap bulan. Berikut yang 

dimuat dalam laporan yaitu realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa 

dan realiasi belanja Alokasi Dana Desa. 

b. Laporan akhir penggunaan Alokasi Dana Desa, yang meliputi 

perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang 

dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir dari penggunaan 

anggaran Alokasi Dana Desa. 

Adapun alur dari penyampaian laporan dilakukan dengan jalur 

struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh Kepala 

Desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Dimana tim 

pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan yang memuat 

seluruh laporan pada tingkat desa dan secara bertahap pelaporannya 

kepada bupati dan tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota. Sedangkan pada 

pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan tim 

pendamping ditanggung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten/Kota diluar anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).
31
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 Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
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Pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah 

daerah harus diinformasikan kepada masyarakat termasuk pada 

pengelolaan keuangannya. Adanya keterbukaan informasi tersebut 

sebagau wujud atas transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan 

keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan 

APBDesa disesuaikan dengan ketentuan dan keterbukaan publik yang 

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi 

yang mudah diakses oleh masyarakat ataupun dengan cara penyampaian 

langsung kepada masyarakat. 

C. Pembangunan Daerah 

Pada prinsipnya pembangunan merupakan salah satu upaya dalam 

memanfaatkan Sumber Daya guna membangun masyarakat secara menyeluruh 

untuk kesejahteraan rakyat dengan dilakukan secara terencana dan 

berkelanjutan. Menurut Todaro, pembangunan merupakan bukanlah hanya 

mencakup fenomena semata, namun pada hakikatnya pembangunan harus 

juga mencakup mengenai sisi materi dan keuangan dari kehidupan masyarakat 

bahwasanya pembangunan ekonomi sudah digariskan kembali dengan dasar 

mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks 

pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang. 

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah memiliki arti dan 

peranan penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa masih memiliki 

struktur lembaga yang kuat karena masih kental dengan hukum adat desa dan 

sangat menjaga keutuhannya. Menurut Suparno, pembangunan desa 
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merupakan pembangunan yang dilakukan dengan imbang antara pemerintah 

dengan masyarakat. Dimana kewajiban pemerintah dalam halnya 

pembangunan menyediakan sarana dan prasarana, selebihnya diarahkan 

dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Adapun mekanisme dalam 

pembangunan desa adalah dengan memadukan antara kegiatan partisipasi 

masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Hakikatnya 

pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah 

memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan dan pengawasan. 

Oleh karena itu, dalam halnya pelaksanaan pembangunan desa diperlukan 

adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah serta desa sebagai 

tempat pelaksanaan pembangunan agar saling menunjang dan terlaksana  

sesuai dengan yang diharapkan dari keseluruhan program kegiatan tersebut, 

sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Akan tetapi, ada juga 

permasalahan dalam pembangunan di pedesaan yaitu minimnya aset yang 

dikuasi oleh masyarakat dan kurangnya akses masyarakat pedesaan pada 

sumber daya ekonomi, rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana 

pedesaan dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di desa yang 

mayoritas masyarakatnya memiliki keterampilan rendah, lemahnya 

kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas 

bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan. 

Berikut sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa, sebagai 

berikut: 
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1. Meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan pertanahan dan 

memproses masalah-masalah pertanahan dengan batas-batas kewenangan 

Kabupaten. 

2. Pemantapan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 

ruang untuk menciptakan lingkungan yang efisien, efektif dan 

berkelanjutan. 

3. Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan bersih. 

4. Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal dan daerah 

perbatas. 

5. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah 

6. Meningkatkan perekonomian desa untuk menciptakan kesejahteraan 

masyarakat dan menanggulangi kesenjangan antar wilayah. 

Pada dasarnya desa seharusnya menerapkan prinsip-prinsip transparansi 

serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat baik dalam perencanaan, 

pelaksanaan maupun dalam segi pengawasan. Dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat menjadi pusat perhatian utama dari pembangunan, 

dimana dari pembangunan masyarakat dapat menentukan tujuan sumber-

sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan 

pembangunan, berikut uraiannya:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Pembangunan Fisik 

Menurut B.S Muljana, pembangunan yang bersifat infrastruktur atau 

sarana prasarana yang dilaksanakan oleh pemerintah  yaitu bangunan fisik 

ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan 
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pemasaraan barang dan jasa serta kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial 

budaya, politik dan pertahanan keamanan. 

Aspek pada pembangunan fisik merupakan suatu bentuk perwujudan 

nyata dari tuntutan kebutuhan yang memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial budaya masyarakatnya. 

Pelaksanaan pada pembangunan fisik dibuktikan dengan adanya proyek-

proyek pada pembangunan fisik yaitu berupa sarana dan prasarana fisik. 

Pembangunan fisik dilakukan agar dapat mempermudah aktivitas 

kehidupan sehari-hari yang tengah dilakukan oleh masyarakat dengan 

memanfaatkan sarana infrastruktur. Pembangunan fisik itu meliputi 

pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, pembangunan gedung 

dan pembangunan pasar. Berdasarkan pada sifatnya, pembangunan dapat  

diartikan dengan merombak pembangunan yang secara bertahap, 

pembangunan tambal sulam dan menciptakan sesuatu yang baru. Berikut 

contoh proyek pada pembangunan fisik, antara lain: 

a. Proyek pembangunan fisik bidang sosial, antara lain: 

1.) Bangunan perumahan 

2.) Bangunan kesehatan 

3.) Sarana pemerintahan 

4.) Jaringan fasilitas umum dan lain-lain. 

b. Pembangunan sosial budaya, antara lain: 

1.) Bangunan sarana pendidikan 

2.) Tempat ibadah 
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3.) Seni budaya 

4.) Bangunan museum sejarah dan lain-lain 

c. Proyek fisik sosial ekonomi, antara lain: 

1.) Pasar dan pusat perkotaan  

2.) Pusat perkantoran dan perdagangan 

3.) Bangunan pergudangan 

4.) Terminal dan stasiun kereta api 

5.) Jalan raya dan sebagainya
32

   

Pembangunan dengan cara merombak yaitu dilakukan dengan 

mengganti bangunan yang sudah usang sesuai dengan keputusan 

masyarakat, pemerintah dan dengan diikuti perkembangan zaman era 

modern. Sedangkan, pembangunan dengan menciptakan sesuatu yang baru 

yang dilakukan dengan cara membangun sesuatu yang baru dilakukan oleh 

sebuah instansi tertentu dengan tujuan menciptakan bangunan yang baru 

dan memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat.  

Pembangunan dengan tambal sulam dengan melakukan perbaikan 

bangunan yang rusak saja yang artinya semua bangunan/infrastruktur tidak 

sepenuhnya diperbaiki, tetapi hanya bagian tertentu saja yang diperbaiki . 

Tujuan dari adanya pembangunan tambal sulam yaitu supaya infrastruktur 

yang rusak pada bagian tertentu dapat segera diperbaiki. Dengan adanya 

pembangunan tambal sulam ini menjadikan bangunan yang sedang rusak 

pada bagian tertentu akan cepat kembali seperti semula lagi, sehingga 
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 Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan 

Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.” 
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pengguna jalan dapat nyaman menggunakan akses jalan yang akan 

dilaluinya.  

2. Pembangunan Non Fisik 

Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang tidak lepas 

dengan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pembangunan non fisik 

lebih mengedepankan pada kualitas sumber daya manusia, karena pada 

dasarnya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melaksanakan 

pembangunan fisik. Jadi pembangunan tidak hanya berpatokan pada salah 

satu aspek saja, tapi pembangunan non fisik dan fisik lebih diselaraskan 

untuk bersinergi satu sama lain. 

Pembangunan non fisik dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang 

pendidikan, kesehatan maupun dalam bidang lainnya yang berkaitan 

dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu peran manusia dalam 

pembangunan non fisik sangatlah perlu diperhatikan. Dimana manusia 

selalu mengalami adaptasi dan aktif terhadap lingkungannya. Sedangkan 

adaptasi pada kegiatan masyarakat mencerminkan dan juga mengakibatkan 

adanya perubahan-perubahan yaitu, perubahan sosial, ekonomi, kultural 

dan perubahan-perubahan lainnya. 

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka dalam 

adaptasi harus menerapkan usaha pada bidang non fisik, yang 

masyarakatnya harus mampu membaca kondisi dan situasi pada masing-

masing daerah. Kegiatan ini dilakukan karena pembangunan non fisik 
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pada daerah satu dengan yang satu berbeda. Dalam perealisasian 

pembangunan non fisik yang ada diberbagai daerah harus melakukan 

beberapa cara, salah satunya yaitu melakukan penyuluhan ataupun 

memberikan bimbingan kepada masyarakat di setiap daerah. Sehingga 

dengan adanya usaha tersebut diharapkan masyarakat mampu menerima 

tantangan dalam pembangunan non fisik. Berikut beberapa proyek pada 

pembangunan non fisik antara lain, Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, Perekonomian masyarakat, Kesehatan dan Pendidikan. 

D. Otonomi Daerah 

Pada hakikatnya kata otonomi menyangkut pada dua hal pokok yaitu, 

kewenangan dalam membuat hukum sendiri (Own Laws) dan kebebasan 

dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri (Self Goverment). Maka 

otonomi daerah itu diartikan sebagai suatu hak atau wewenang dalam 

mengurus pemerintahannya sendiri bagi suatu daerah otonom. Adapun hak 

dan wewenang tersebut yaitu mengenai pengaturan pemerintahan dan 

pengelolaan pembangunan yang sudah di alihkan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah. 

Ada beberapa alasan mengenai pentingnya otonomi daerah diterapkanya 

pada daerah-daerah yaitu : 

1. Political Equality (kesetaraan politik), dapat meningkatkan kontribusi 

masyarakat terhadap politik pada tingkat daerah karena untuk 

meningkatkan aktivitas demokratisasi dalam pengelolaan negara. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58 
 

 
 

2. Local Accountability (akuntabilitas lokal), dapat mewujudkan hak dan 

aspirasi masyarakat di daerah dengan meningkatkan kemampuan dan 

tanggung jawab pemerintah daerah dengan tujuan dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang ada pada masing-masing 

daerah. 

3. Local Responsive (responsif lokal), memecahkan masalah-masalah sosial 

ekonomi yang tengah terjadi di daerahnya dengan meningkatkan respons 

pemerintah daerah dengan tujuan peningkatan upaya pembangunan dan 

kesejahteraan sosial yang ada di daerah-daerah setempat. 

Dasar hukum dalam Otonomi Daerah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwasanya 

otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahannya sendiri dan 

kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Daerah 

yang disebut sebagai daerah merupakan suatu kesatuan masyarakat yang 

memiliki batas-batas wilayah dengan memiliki kewenangan dalam mengatur 

dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakat berdasarkan aspirasi 

masyarakat sekitar dengan menganut sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
33

 

Terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bahwa keharusan 

dalam mewujudkan otonomi daerah tersebut, akan tetapi untuk sistem 

                                                           
33

 HAW Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Edisi 1. (Jakarts: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002). 
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pelaksanaannya tidaklah tertera begitu jelas. Maka dari itu, otonomi daerah 

pada masa orde baru tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan 

walaupun sudah adanya Undang-Undang yang berlaku sejak 25 tahun yang 

lalu. Bahkan pada kenyataannya sudah membuktikan bahwa dengan adanya 

Undang-Undang tersebut justru membuat sentralisasi pembangunan semakin 

tinggi. Dengan adanya keadaan ini maka akan semakin terlihat bahwa 

kewenangan pembangunan daerah terpusat ada di urusan Pemerintah Pusat. 

Keadaan sentralisasi tersebut memberikan dampak permasalahan 

pembangunan daerah yang sangat serius antara lain: 

1. Pembangunan daerah secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan 

terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah semakin besar. 

Keadaan ini terjadi karena adanya pengelolaan sistem pembangunan yang 

cenderung mengambil kebijakan yang seragam dan akhirnya mengabaikan 

perbedaan dan berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 

Sehingga mengakibatkan potensi yang ada di daerah baik itu sumber daya 

alam dan sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara maksimal dan 

sebaliknya jika potensi daerah sesuai dengan kebijaksanaan nasional akan 

dapat berkembang lebih cepat. Hingga akhirnya menimbulkan 

ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cenderung meluas dan juga 

mendorong terjadinya keresahan sosial di daerah. 

2. Pengelolaan sistem pembangunan yang terpusat menyebabkan 

ketidakadilan yang sangat besar terhadap alokasi sumber daya nasional, 

terutama pada dana pembangunan daerah. Sesuai dengan yang ada bahwa 
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banyaknya provinsi yang kaya sumber daya alam, akan tetapi 

kesejahteraan masyarakatnya masih snagat rendah dan masih tertinggal 

dengan daerah lainnya.
34

 

Maka dari itu, pelaksanaan otonomi daerah dan pengurangan sentralisasi 

pembangunan semakin lama semakin besar karena adanya kelemahan-

kelemahan yang terjadi pada penerapan otonom daerah sebelumnya. Dimana 

kejadian ini ada pada era reformasi yang mana masyarakatnya menuntut agar 

terlaksanannya perubahan secara mendasar dalam sistem pemerintahan dan 

pembangunan daerah untuk memperbaiki proses pembangunan secara 

keseluruhan dan mempercepat proses pembangunan daerah.

                                                           
34

 Ibid. 
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BAB III 

DATA PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Madumulyorejo  

1. Sejarah Desa Madumulyorejo 

Desa Madumulyorejo merupakan salah satu desa dari diantara 26 

desa yang ada di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dimana letak Desa 

Madumulyorejo berada di penghujung barat Kecamatan Dukun sekaligus 

menjadi kecamatan penghujung barat dari kabupaten Gresik yang 

berbatasan langsung dengan kabupaten Lamongan dan berada di pinggiran 

aliran sungai Bengawan Solo. Desa Madumulyorejo ini terdiri dari dua 

Dusun yaitu, Dusun Kuwangen dan Tasikwangi. Dari beberapa 

penelusuran atau penelitian mengenai sejarah asal usulnya Desa 

Madumulyorejo terdapat berbagai versi akurasinya yang dapat 

mempengaruhi otentitas data namun sejarah yang ditulis dengan sebuah 

hikayat yang menjadi bagian dongeng (cerita mulut) antar generasi. 

Konon asal usul Desa Madumulyorejo tidak lepas dari keberadaan 

sungai bengawan Solo yang terletak di sebelah selatan Desa 

Madumulyorejo, yang mana menurut seorang ulama’ dapat 

memperidiksikan sesuatu akan terjadi. Awal mulanya terdapat ulama’ 

besar yang ada pada masing-masing dusun (Kuwangen dan Tasikwangi). 

Kedua ulama’ tersebut sama-sama memiliki pendapat yang sama yaitu 
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menginginkan kedua dusun tersebut dijadikan menjadi satuan lembaga 

desa atau satu desa dengan alasan apabila kedua dusun tersebut disatukan 

maka akan menjadikan desa lebih maju lagi. Maka dari itu, ulama’ 

tersebut ingin memberikan nama Desa dengan “Madumulyorejo” dengan 

maksud “Madu” menjadikan desa lebih bermartabat lagi dan disegani oleh 

orang. “Mulyo” itu merupakan kata Bahasa Jawa jika diartikan dalam 

Bahasa Indonesia yaitu mulia. “Rejo” berartikan lebih mengharapkan pada 

kesejahteraan desa. 

Dengan ini Dusun Kuwangen dan Tasikwangi dijadikan menjadi 

satu kelembagaan Desa yaitu Desa Madumulyorejo. Tapi, tak lama 

kemudian para ulama’ tersebut meninggal dunia dan dimakamkan pada 

masing-masing dusun dan kedua ulama’ tersebut dipercayai oleh Desa 

Madumulyorejo menjadi penggede Desa yang dapat mensejahterakan 

warga. 

Dimana mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa 

Madumulyorejo yaitu  petani yang kental dengan adat dan budayanya. 

Jumlah penduduk yang tiap tahun bertambah mengakibatkan desa menjadi 

padat penduduk dan tingkat pendidikan yang bervariatif serta tingkat 

kesehatan yang dinilai cukup baik. 

Semenjak tahun tahun 1926 – 1990 pemerintahan Desa 

Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dipimpin oleh 

seorang Kepala Desa dan dibantu dengan beberapa perangkat desa yang 
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terdiri dari: Carik (Sekretaris Desa), Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan 

Desa, Kaur Pemerintahan dan Kasi Pemerintahan.  

a. Tahun 1926 – 1934  : Bapak Kardi 

b. Tahun 1934 – 1942  : Bapak Kandam 

c. Tahun 1942 – 1950 : Bapak Masram 

d. Tahun 1950 – 1990 : Bapak M. Syakur 

e. Tahun 1990 – 1998 : Bapak Sutarjo 

f. Tahun 1998 – 2006 : Bapak H. Bisri 

g. Tahun 2006 – 2013 : Bapak Mat Rozim 

h. Tahun 2013 – 2019 : Bapak Mat Rozim 

2. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Madmulyorejo 

a. Visi 

Visi Desa Madumulyorejo secara normatif menjadi tanggung 

jawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap 

warga Desa melalui rangkaian panjang diskusi formal dan informal. 

Visi Desa Madumulyorejo semakin mendapatkan bentuknya 

bersamaan dengan terlaksanannya rangkaian kegiatan dan musyawarah 

yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2013 – 2018. 

Dengan ini Visi desa Madumulyorejo dijadikan harapan dan doa 

semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada pada Desa dan 

masyarakat. Kenyataan yang dimaksud merupakan potensi, 

permasalahan maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya 

yang ada pada saat ini maupun ke depan ada perubahan. 
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Maka dengan ini dirumuskan dan ditetapkan Visi Desa 

Madumulyorejo, sebagai berikut; 

“Mari Bersama Membangun Desa Menuju masyarakat Agamis, 

Progresif, Demokratis dan Sejahtera” 

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa 

yang akan datang oleh warga Desa Madumulyorejo dan dengan adanya 

Visi ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat Desa 

Madumulyorejo lebih maju lagi terutama dalam bidang pertanian 

sehingga bisa dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan makmur. 

Disamping pada sektor pertanian, diharapkan juga akan terwujudnya 

pembangunan desa di dalam berbagai bidang lainnya antara lain, 

pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan dan kebudayaan yang 

ditopang oleh nilai-nilai keagamaan. 

b. Misi  

Pada hakekatnya Misi Desa Madumulyorejo merupakan turunan 

dari Visi Desa Madumulyorejo. Dimana Misi merupakan tujuan yang 

lebih mengarah pada jangka pendek dari visi yang akan menunjang 

keberhasilan tercapainya dari sebuah visi. Dengan kata lain visi Desa 

Madumulyorejo merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Tujuan 

dari penjabaran visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi 

setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa 

yang akan datang dari usaha-usaha dalam mencapai visi Desa 

Madumulyorejo. 
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Untuk mencapai visi Desa Madumulyorejo seperti yang telah 

dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan 

baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa 

Madumulyorejo sebagai berikut; 

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul 

karimah. 

2. Mewujudkan masyarakat yang kondusif, tentram, tertib dan aman. 

3. Mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. 

4. Mewujudkan pemerintah desa yang aspiratif, bersih, berwibawa 

dan bermartabat 

5. Meningkatkan pembangunan ekonomi desa yang berbasis ekonomi 

kerakyatan. 

3. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Madumulyorejo 

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara dari urusan 

pemerintahan desa yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang telah diakui dan dihormati pada sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun lembaga Pemerintahan 

Desa dan Aparatur Desa Madumlyorejo, yaitu: 
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a. Kepala Desa 

b. Unsur staff yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan 

Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan 

Pemerintahan  

c. Unsur pelaksana teknis lapangan terdiri dari Kepala Seksi 

Kesejahteraan Masyarakat. 

Desa Madumulyorejo terdiri dari dua Dusun yang dikepalai oleh 

seorang Kepala Dusun. Hasil dari identifikasi kelembagaan terdapat 10 

lembaga sosial kemasyarakatan dan pemerintahan ynag ada di Desa 

Madumulyorejo. lembaga tersebut meliputti Pemdes, BPD, LPM, PKK, 

RW-RT, Karang Taruna, REMAS, IPNU-IPPNU, Jama’ah Tahlil. 

Berdasarkan hasil pemetaan kelembagaan yang dilakukan pada waktu 

proses Pengkajian Potensi dan Masalah menunjukkan lembaga 

kemasyarakatan adalah Pemdes, BPD, LPM, RW-RT, Karang Taruna, 

REMAS dan Tokoh Masyarakat. 
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Dibawah ini gambar 3.1 bagan kelembagaan Pemerintah Desa 

Madumulyorejo sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Struktur Pemerintah Desa Madumulyorejo 
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Fatihuddin 
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RW III 

Sudjito 
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1. Nursalim 

2. Syafii 

3. H. Narto 

RT 

4. Mahmudi 

5. Supriyono 

RT 

6. H. Makin 

7. Zainuri 

RT 

8. Karngun 

9. Kasto 

10. Muklisin 

BPD 
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Suprapto 
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Astutik, S.Pd 

Mat Rozim, S.Pd 

Kepala Desa  
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Pada bagan struktur kelembagaan pemerintah Desa Madumulyorejo 

yang memiliki wewenang tertinggi di Desa yaitu Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dan yang berada dibawahnya terdiri dari Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa, Kepala Urusan 

Pemerintahan, kepala Urusan Perencanaan, Kepala Devisi Kesejahteraan 

Masyarakat, RW dan RT. Dimana Badan Permusyawaratan Desa memiliki 

wewenang dalam kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa. Maka dari 

itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dua lembaga yaitu 

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 

Tugas pemerintah desa yaitu menyelenggarakan kebijakan pemerintah 

pusat dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa 

memiliki tugas dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi maayarakat. 
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Gambar 3.2 

Struktur Badan Permusyawaratan Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan alur bagan diatas, struktur Badan Permusyawaratan 

Daerah terdiri dari Ketua, Wakil ketua, sekretaris dan anggota yang masih 

tergolong struktur yang sederhana. Adapun makna dari struktur yang 

sederhana tersebut dikarenakan hanya beranggotakan 5 orang yang 

menduduki jabatan-jabatan tersebut meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris 

dan anggota saja, sedangkan dalam struktur kepengurusan itu ada 

bendahara untuk mengatur keuangan. 

 

 

Ketua 

Ahmad Mudhofar, S.Pd 

Wakil Ketua 

Supardi, S.Pd 

Anggota 

Ghufron 

Anggota 

Alimun, Ama. Pd. 

Sekretaris 

Mighfar, S.Ag 
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Gambar 3.3. 

Struktur Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut alur bagan diatas, struktur Lembaga Permusyawaratan 

Masyarakat Desa terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 5 anggota. 

Struktur LPMD di Desa Madumulyorejo ini tergolong baik karena masing-

masing jabatan dalam struktur kepengurusan sudah terpenuhi. 

4. Kondisi Geografis Desa Madumulyorejo 

Secara administratif, Desa Madumulyorejo terletak di wilayah 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi wilayah desa-

desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Mentaras, di 

sebalah Barat berbatasan dengan Desa Dukuh Kembar, di sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Baron, sedangkan sebelah selatan berbatasan 

langsung dengan sungai Bengawan Solo. 
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Bendahara 

H. Sunarto 
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Ulfah Tjandra 

Anggota 

Hj. Robiah 
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Jarak tempuh Desa Madumulyorejo ke Kecamatan kurang lebih 8,5 

kilometer yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit, sedangkan 

jarak tempuh ke Kabupaten Gresik kurang lebih 45 kilometer yang dapat 

ditempuh dengan waktu sekitar 1,25 jam. Pembagian lahan di Desa 

Madumulyorejo sebagian besar adalah lahan pertanian tanaman padi yang 

biasanya di tanam pada musim penghujan sedangkan jagung dan polowijo 

ditanam pada musim kemarau. Pada lahan tegalan banyak digunakan 

untuk tanaman perkebunan mangga gadung yang di kemudian hari akan 

dipasarkan kepada tengkulak dari berbagai kota, misalnya Jakarta dan 

Bandung. Adapun pembagian lahan tercatat sebagaimana pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.1 

Daftar Sumber Daya Alam
35

 

No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan 

1 Lahan Persawahan 30,92 Ha 

2 Tambak 60,5 Ha 

3 Lahan Tegalan 5 Ha 

 

5. Kondisi Demografis Desa Madumulyorejo 

 Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Madumulyorejo 

tahun 2018, jumlah penduduk Desa adalah terdiri dari 775 Kartu Keluarga, 

dengan jumlah total 1965 jiwa dengan rincian 836 laki-laki dan 1120 

perempuan. Dimana data dan perkembangan pada suatu wilayah sangatlah 

diperhatikan oleh pemerintah pusat karena data-data kependudukan pada 

                                                           
35

 Data statistik Desa Madumulyorejo 2018, diolah 2019 
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suatu desa akan dijadikan tolak ukur dan pedoman dalam suatu 

perencanaan Alokasi Dana Desa. 

Tabel 3.2 

Penduduk Desa Madumulyorejo
36

 

No Uraian Sumber Daya Manusia Volume Satuan 

1 Penduduk dan Keluarga   

a. Jumlah penduduk 

Laki-laki 

836 Orang 

b. Jumlah Penduduk 

Perempuan 

1120 Orang 

c. Jumlah Kartu 

Keluarga 

775 KK 

d. Jumlah Rumah Tangga 911 RT 

2 Jenis Kelamin   

a. Laki-laki 781 Orang 

b. Perempuan  130 Orang 

 

6. Kondisi Sosial Budaya 

a. Pendidikan 

  Pendidikan merupakan satu hal yang penting dalam mendukung 

kemajuan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan memiliki 

pengaruh dalam jangka panjang khususnya pada peningkatan 

perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan 

mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada selanjutnya 

akan mendorong pula pada tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan 

lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah 

                                                           
36

 Ibid 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73 
 

 
 

dalam mengentaskan angka pengangguran dan kemiskinan. Presentase 

tingkat pendidikan di Desa Madumulyorejo rata-rata berpendidikan SD 

atau sederajat sampai SMP atau SMA sederajat. 

  Dalam halnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

memadahi dan mumpuni. Pada keadaan inilah yang menjadikan 

tantangan tersendiri mengenai rendahnya kualitas tingkat pendidikan 

di Desa Madumulyorejo yang tidak terlepas dari paradigma 

masyarakat tentang pendidikan. Pada dasarnya tingkat pendidikan 

memiliki pengaruh terhadap kualitas masyarakat yaitu dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan meningkatnya pula taraf hidup 

masyarakat. Pendidikan mempunyai peranan penting apalagi dalam era 

modernisasi sekarang ini, dalam arti masyarakat mengubah sikap 

pandangan serta pola pikir tradisional yang sulit menerima hal-hal 

yang sifatnya baru untuk berkembang sesuai dengan perkembangan 

zaman saat ini. Untuk mengetahui data pada perkembangan pendidikan 

di Desa Madumulyorejo disajikan dibawah ini: 

Tabel 3.3 

Daftar Pendidikan Penduduk Desa Madumulyorejo
37

 

No Tingkat Pendidikan Volume Satuan 

1 Tidak Punya Ijazah 227 Orang 

2 SD/sederajat 761 Orang 

3 SMP/sederajat 563 Orang 

4 SMA/sederajat 350 Orang 

5 Perguruan Tinggi 55 Orang 

                                                           
37

 Ibid  
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b. Kesehatan  

  Masalah pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga 

masyarakat dan merupakan hal ynag penting bagi peningkatan kualitas 

masyarakat untuk ke depannya. Untuk menciptakan masyarakat yang 

produktif harus didukung dengan kondisi kesehatan masyarakat yang 

baik. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan mayarakat 

dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari 

data yang menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang 

penyakit masih relatif tinggi. 

  Adapun penyakit yang sering diderita oleh masyarakat antara lain 

infeksi pernafasan akut bagian atas, demam berdarah (DBD). Data 

tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami 

penduduk adalah penyakit yang berhubungan dengan pola hidup 

masyarakat dan kondisi lingkungan yang kurang sehat. Dan ini 

tentunya mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa 

Madumulyorejo secara umum. Menurut data yang diperoleh dari 

Pemerintah Desa Madumulyorejo bahwa terdapat satu fasilitas gedung 

kesehatan yaitu Polindes (Poli Klinik Desa) yang terletak di tengah-

tengah Desa sehingga lokasinya mudah di jangkau untuk masyarakat. 

7. Kondisi Ekonomi 

 Keadaan ekonomi pada suatu daerah atau wilayah dapat dilihat 

melalui jenis mata pencaharian masyarakatnya dan sarana perekonomian 
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yang ada pada suatu daerah atau wilayah tersebut. Tolak ukur dalam 

mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dapat dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan kecilnya ketimpangan 

pendapatan antar penduduk, daerah dan sektor. Selain itu, pembangunan 

ekonomi juga harus mampu mengahpus atau mengurangi tingkat 

kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan.  

 Pada umumnya suatu pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat itu 

berbeda-beda karena adanya perbedaan mengenai keahlian, kemampuan 

dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat serta adanya perbedaan 

keadaan geografis suatu wilayah. Pembangunan ekonomi yang baik 

ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui 

kualitas angkatan kerja dan mata pencarharian yang ada di desa tersebut. 

Menurut data yang didapatkan dari pemerintah desa, bahwa tingkat 

pendapatan rata-rata penduduk Desa Madumulyorejo Rp. 700.000. secara 

umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Madumulyorejo dapat 

teridentifikasi ke dalam berbagai sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan 

dan indsutri. 

 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76 
 

 
 

Tabel 3.4 

Daftar Lapangan Usaha Desa Madumumulyorejo
38

 

No Lapangan Usaha Volume Satuan 

1 Pertanian (Padi & Palawija) 540 Orang 

2 Perikanan Budidaya 830 Orang 

3 Peternakan 15 Orang 

4 Industri Pengolahan 54 Orang 

5 Perdagangan 16 Orang 

6 Jasa Pendidikan/ kesehatan/ 

kemasyarakatan dan pemerintahan 

79 Orang 

 

B. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 

1. Data penerimaan Alokasi Dana Desa  

 Alokasi Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten/kota 

untuk mengalokasikan anggaran kepada Desa yang bersumber dari 

anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang merupakan 

bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dimana 

besaran Alokasi Dana Desa masing-masing Kabupaten/kota pada setiap 

tahunnya adalah 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang 

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan 

ketetapan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa yang diatur oleh 

Peraturan Bupati/walikota. Dengan adanya anggaran Alokasi Dana Desa 

dapat membantu kinerja pemerintahan desa dalam membiayai keperluan 

                                                           
38

 Ibid  
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pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat.  

 Berhubungan dengan pemanfaatan dan pengalokasian anggaran 

Alokasi Dana Desa tersebut yang dilaksanakan dengan benar-benar secara 

efisien dan efektif sehingga memberikan dampak tersendiri untuk warga 

antara lain, perekonomian di desa semakin produktif, mengurangi 

kemiskinan serta ketimpangan antar desa. Adapun jumlah anggaran 

Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa berdasarkan pada letak 

geografis, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan desa. 

 Pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa kepada pemerintahan 

desa, besar harapan pemerintah pusat agar aparatur desa dapat 

memanfaatkan anggaran tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanpa 

melakukan penyelewengan dana. Terkait dengan hal tersebut, berikut 

pendapatan yang diterima oleh Desa Madumulyorejo pada tahun 2018 

antara lain Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 110.525.000,00, Dana Desa 

sebesar Rp. 868.772.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 

302.645.000 jadi jumlah keuangan desa yang diterima oleh Desa 

Madumulyorejo sesbesar Rp. 1.281.942.000,00 dan diaplikasikan untuk 

kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. 

 Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa 

Madumulyorejo jumlah anggaran yang didapatkan dari Alokasi Dana Desa 

bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 
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302.645.000 yang 42,40% dari jumlah keuangan desa. Anggaran Alokasi 

Dana Desa diaplikasikan untuk pembangunan desa sebesar Rp. 

365.000.000 yang 83% dengan pembangunan fisik sebesar Rp. 

305.000.000 dan untuk pembangunan non fisik Rp. 60.000.000. 

2. Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 

 Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan strategi yang 

akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan 

mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang untuk mencapai 

hasil yang diinginkan. Dimana perencanaan pada suatu pemerintahan desa 

sendiri sangatlah diperlukan karena dalam halnya menyusun perencanaan 

pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya yang mengacu 

pada perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten/kota. Maka dari itu, 

perencanaan menjadi salah satu indikator dalam mencapai keberhasilan 

dalam suatu kegiatan.  

 Berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur perencanaan 

pembangunan desa dengan menyeimbangkan pada perencanaan keuangan 

desa. Adapun hal yang harus dilakukan dua perencanaan tersebut menjadi 

seimbang yaitu benar-benar memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa 

tersebut dengan sebaik mungkin guna menghasilkan pembangunan desa 

yang sesuai dengan rencana. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Shohihatul Ilmiah selaku 

bendahara Desa Madumulyorejo, menuturkan “bahwa pengelolaan 
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Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo sudah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan berlaku dimana pada tahap awal sudah diadakan 

pembentukan mengenai tim pelaksana dan proses perencanaan yang 

dilakukan dengan kegiatan musrenbangdes. Pada tim pelaksana Alokasi 

Dana Desa yang dimaksud adalah dengan beranggotakan terdiri dari 

Kepala Desa selaku Penanggung jawab operasional kegiatan, sekretaris 

desa selaku penanggung jawab administrasi, bendahara desa selaku kepala 

urusan keuangan dan dibantu juga dengan Lembaga kemasyarakatan desa 

serta masyarakat desa”.
39

 

Senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Mat Rozim selaku 

kepala Desa Madumulyorejo, mengatakan bahwa “alur dari perencanaan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari Musyawarah Rencana 

Pembangunan Desa yang disingkat Musrenbangdes dimana 

penyusunannya dimulai dengan menampung usulan-usulan dari masing-

masing lembaga desa misalnya, RT/RW, Kartar, PKK dan sebagainya 

yang selanjutnya di pilih dan dijadikan sebagai rencana skala prioritas dan 

selanjutnya dimasukkan dalam RPJM Desa dan kemudian usulan yang 

dijadikan sebagai skala prioritas pembangunan yang akan dimasukkan 

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan penyusunan APBDes. 

Setelah semua perencanaan disusun dengan baik maka selanjutnya akan 

diserahkan pada tim pelaksana.
40

 

                                                           
39

 Hasil wawancara dengan Ibu Shohihatul Ilmiya tentang Perencanaan Alokasi Dana Desa 

Madumulyorejo, Balai Desa Madumulyorejo, 18 Februari 2019 
40

 Hasil wawancara dengan Bapak Mat Rozim tentang Perencanaan Alokasi Dana Desa 

Madumulyorejo, Balai Desa Madumulyorejo, 21 Februari 2019 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Astutik selaku sekretaris 

desa Madumulyorejo, bahwa “hasil yang didapatkan dari musrenbangdes 

dengan aparatur desa dan BPD pada awal tahun 2017 dan direalisasikan 

pada tahun 2018 yang dijadikan skala prioritas dalam musrenbangdes 

Madumulyorejo yaitu, pembangunan saluran drainase yang berlokasikan di 

RT 06 RW 03, pembangunan jalan desa yang berlokasikan di RT 09 RW 

04, pembangunan saluran irigasi yang ada di dusun Kuwangen, 

pembangunan gapura desa, pembangunan lapangan bola voli yang 

berlokasi di belakang kantor pemerintahan Desa Madumulyorejo, 

pemugaran makam desa, kegiatan penyelenggaraan kepemudaan yang 

dikoordinir oleh karang taruna, operasional taman posyandu balita dan 

lansia yang dilaksanakan tiap satu bulan sekali dan insentif guru Taman 

Pendidikan Al-Qur’an di Dusun Tasikwangi dan Kuwangen.”
41

 

Menurut Bapak Ghufron selaku tokoh masyarakat Desa 

Madumulyorejo mengatakan bahwa “pada tahap perencanaan Alokasi 

Dana Desa selama ini yang terjadi di Desa Madumulyorejo kurang efisien 

karena kurangnya pasrtisipasi masyarakat dalam perencanaan Alokasi 

Dana Desa yang biasanya disampaikan pada saat musrenbangdes sedang 

berjalan. Hal ini disebabkan masyarakat memiliki kesibukan sendiri dan 

kepedulian terhadap desa itu sendiri rendah.”
42

  

                                                           
41

 Hasil wawancara dengan Ibu Astutik tentang  Perencanaan Alokasi Dana Desa Madumulyorejo, 

Balai Desa Madumulyorejo, 18 Februari 2019 
42

 Hasil wawancara dengan Bapak Ghufron tentang Perencanaan Alokasi Dana Desa 

Madumulyorejo, Rumah Bapak Ghufron, 19 Februari 2019 
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Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo selaku warga masyarakat 

Desa Madumulyorejo yang bekerja sebagai wirasawasta mengatakan 

bahwa “saya selaku warga masyarakat Desa Madumulyorejo ini masih 

kurang faham mengenai apa itu perencanaan yang utamanya dalam 

perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang katanya akan 

digunakan untuk pembangunan desa, di tambah lagi dengan pemerintah 

desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar saja kalau 

saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya tidak pernah hadir dalam 

kegiatan musrenbangdes.”
43

 

Gambar 3.2 

Alur perencanaan Keuangan Desa pada Pembangunan Desa 

Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alur atau proses perencanaan keuangan Desa pada pembangunan desa 

Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dimulai dengan 

pengumpulan usulan-usulan program anggaran yang telah disampaikan 

oleh aparatur desa dan masyarakat kemudian usulan-usulan tersebut 

                                                           
43

 Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo tentang Perencanaan Alokasi Dana Desa 

Madumulyorejo, Rumah Bapak Purnomo, 19 Februari 2019 
44

 Data Administrasi Desa Madumulyorejo, Diolah 2019 

Usulan-usulan 

Program Anggaran 

Rekap Usulan Rencana Skala 

Prioritas 

Pembuatan RPJM 

atau RAB 

Musrenbang Desa Tahap Pelaksanaan 
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direkap dan dijadikan sebagai rencana skala prioritas dan selanjutnya 

dimasukkan dalam RPJM atau RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang 

dinamakan musyawarah rencana pembangunan desa kemudian pada tahap 

pelaksanaan. 

3. Mekanisme pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 

 Pada tahap pelaksanaan ini merupakan lanjutan dari tahap 

perencanaan dimana sebuah rencana yang sudah disusun dengan baik dan 

terperinci kemudian dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah 

direncanakan dan memperoleh tujuan yang diinginkan. Di dalam tahap 

pelakasanan ini merupakan lanjutan dari tahap perencanaan keuangan desa 

yang mencakup dari penerimaan dan pengeluaran.  

 Pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk 

meningkatkan kualitas pembangunan fisik dan non fisik dengan 

memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo yang 

didasarkan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

pengelolaan Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk belanja aparatur 

dan operasional Pemerintah Desa dan BPD yaitu 30% dan 70% digunakan 

untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun terkait efektivitas 

pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pembangunan desa  

 Telah dijabarkan mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa oleh Ibu 

Shohihatul Ilmiyah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa bahwa “seluruh 

penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dikelola dan disimpan pada 
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rekening kas desa. Jika ingin mencairkan uang yang ada di rekening kas 

desa harus di ketahui oleh kepala desa dengan bukti tanda tangan oleh 

Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa. Adapun dalam setiap 

pencairan dana yang sudah disesuaikan dengan Rancangan Anggaran 

Belanja (RAB) yang sudah terencana pada tahap perencanaan terutama 

pada Alokasi Dana Desanya harus membuat, mengajukan dan menyusun 

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada akhir kegiatan yang selanjutnya 

diserahkan ke Kepala Desa yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa”.
45

 

 Dalam memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, kepala 

urusan keuangan desa dapat menyimpan uang desa pada kas desa dengan 

jumlah tertentu. Adapun batasan jumlah uang tunai yang akan disimpan 

pada kas desa maksimal 5% dari belanja operasional. Pembayaran kepada 

pihak ketiga pun juga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui 

pelaksanaan kegiatan (panjar kegiatan) dengan tujuan agar operasional 

kegiatan berjalan lancar.pada pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan 

dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Desa setelah 

melalui verifikasi dari sekretaris desa. Seluruh penerimaan dan 

pengeluaran keuangan desa dilengkapi dengan adanya bukti tandatangan 

dari Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa.  

 Senada dengan hasil wawancara Bapak Mat Rozim selaku Kepala 

Desa Madumulyorejo mengatakan bahwa “dalam pelaksanaan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa tahap penarikan dana yang sudah masuk di Kepala 

                                                           
45

 Hasil wawancara dengan Ibu Shohihatul Ilmiyah tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

Madumulyorejo, Balai Desa Madumulyorejo, 18 Februari 2019 
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Urusan Keuangan Desa melalui rekeneing kas desa, setelah itu diserahkan 

kepada tim pengelola kegiatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang sudah direncanakan pada tahap sebelumnya dan peran Badan 

Permusyawaratan Desa sebagai pengawas kegiatan setelah semua kegiatan 

dilakukan tentunya harus menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

beserta Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan diserahkan kepada 

sekretaris desa untuk diverifikasi dan kemudian diserahkan ke kepala 

desa.”
46

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Astutik selaku sekretaris 

Desa Madumulyorejo mengatakan bahwa “pelaksanaan dari hasil 

musrenbangdes yang terlaksana dari segi pembangunan fisik berupa 

pembangunan saluran drainase, pembangunan jalan desa, sarana prasarana 

pemakaman, sarana prasarana olahraga dan dari segi non fisik berupa 

operasional taman posyandu balita dan lansia serta insentif guru TPQ”
47

 

Gambar 3.3 

Alur pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
48

 

 

 

 

 

 

a.  

                                                           
46

 Hasil wawancara dengan Bapak Mat Rozim tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

Madumulyorejo, Balai Desa Madumulyorejo, 21 Februari 2019 
47

 Hasil wawancara dengan Ibu Astutik tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Madumulyorejo, 

Balai Desa Madumulyorejo, 18 Februari 2019 
48

 Data Administrasi Desa Madumulyorejo, Diolah 2019 
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 Berdasarkan alur pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa 

Madumulyorejo kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, setelah anggaran 

Alokasi Dana Desa di transferkan oleh pemerintah pusat lewat rekening 

kas desa kemudian dilakukan pengimplementasian pelaksanaan kegiatan 

dan setelah semua kegiatan terlaksana maka harus dibuatkan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB)  

dan diserahkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi dan kemudian 

diserahkan ke kapala desa. 

4. Mekanisme Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa 

Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 

 Dalam tahap pertanggungjawaban ini Kepala Desa mempunyai 

kewajiban dalam menyampaikan laporan mengenai pengelolaan keuangan 

desa sesuai dengan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam 

menjadi sebuah pemimpin. Laporan pertanggungjawaban tersebut 

berisikan mengenai laporan yang menyangkut laporan kegiatan 

pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota melalui camat dan laporan 

tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan. Berikut rincian laporan 

yang disampaikan oleh Kepala Desa antara lain: 

a. Laporan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sebagai 

berikut: 

1.) Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa 

2.) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa 
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3.) Laporan pertanggungjawaban realiasasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati pada tiap akhir tahun anggaran. 

b. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa yaitu mengenai 

laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi dari pelaksanaan 

APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanaja dan pembiayaan. 

 Menurut Ibu Shohihatul Ilmiyah selaku Kepala Urusan Keuangan 

Desa Madumulyorejo menyampaikan bahwa “setelah seluruh kegiatan 

yang sudah direncanakan dan terealisasikan kita membuat SPJ yang 

terdiri dari beberapa format seperti SPP, RAB, buku kas dan lain-lain 

dan setelah itu dikumpulkan ke Pemerintah Desa untuk diverifikasi 

dan kemudian setelah sudah diferivikasi akan diteliti dan diperiksa 

oleh Inspektorat Kabupaten bahkan BPK. Dan hasil dari 

pengaplikasian anggaran Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan 

desa sudah terealisasikan sebesar 99,24% karena pembangunan desa 

yang telah dianggarkan dari Alokasi Dana Desa masih kurang dan 

salah satu program didanai dari anggaran dana SILPA tahun 

kemarin”
49

 

Sesuai dengan hasil wawancara yang didapatkan dari Bapak Mat 

Rozim selaku Kepala Desa Madumulyorejo mengatakan bahwa “pada 

tahap pertanggungjawaban ini, telah dibuatkan mengenai Surat 

Pertanggungjawban (SPJ) sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan dan dibuat setelah adanya kegiatan atau program-program 

                                                           
49

 Hasil wawancara dengan Ibu Shohihatul Ilmiyah tentang Alur Pertanggungjawaban Alokasi 

Dana Desa Madumulyorejo, Balai Desa Madumulyorejo, 18 Februari 2019 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

87 
 

 
 

yang terealisasikan oleh pemerintahan desa dan diperiksa setiap satu 

sekali di akhir tahun dan diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten dan 

juga sudah dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk papan 

pengumuman yang diletakkan di depan kantor pemerintahan Desa 

Madumulyorejo yang dirasa strategis.”
50

  

Hasil wawancara dengan Ibu Astutik selaku Sekretaris Desa 

Madumulyorejo mengatakan bahwa “laporan pertanggungjawaban 

dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo ini 

sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dimana surat 

pertanggungjawaban tersebut sudah dibuat secara per periodik dan 

tahunan dan telah tersampaikan kepada Bupati/Walikota dan juga 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tepat waktu.”
51

 

Berbeda dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak 

Purnomo selaku masyarakat Desa Madumulyorejo yang bekerja 

sebagai wiraswasta menyampaikan bahwa “yang saya ketahui selama 

ini pemerintahan desa Madumulyorejo dalam melakukan laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah 

dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk tulisan yaitu berupa 

pamflet atau papan pengumuman tapi tidak melakukan publikasi 

secara lisan dengan sosialisasi untuk membahas mengenai kendala 

                                                           
50

 Hasil wawancara dengan Bapak Mat Rozi tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

Madumulyorejo, Balai Desa Madumulyorejo, 21 Februari 2019 
51

 Hasil wawancara dengan Ibu Astutik tentang Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 

Madumulyorejo, Balai Desa Madumulyorejo, 18 Februari 2019 
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ataupun masalah dalam kegiatan yang ada di pemerintahan Desa 

Madumulyorejo ini yang melibatkan anggaran Alokasi Dana Desa.”
52

 

Senada dengan hasil wawancara dengan Ibu Sona selaku 

masyarakat Desa Madumulyorejo sebagai ketua dalam Ibu-ibu tahlil 

menyampaikan bahwa “selama dalam aktivitas kinerja pemerintahan 

desa Madumulyorejo dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan 

Alokasi Dana Desa sudah dipublikasikan ke masyarakat desa balam 

bentuk papan pengumuman yang diletakkan di depan kantor 

pemerintahan Desa Madumulyorejo.”
53

 

Gambar 3.4 

Alur dari tahap pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa 

Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
54

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan alur dari tahap pertanggungjawaban keuangan desa 

Madumulyorejo yang dijelaskan oleh informan, bahwa pada tahap 

pertanggungjawaban ini dilaksanakan ketika semua kegiatan sudah 

terlaksana dan selanjutnya dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran 

                                                           
52

 Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo tentang Pertanggungjawban Alokasi Dana Desa 

Madumulyorjeo, Rumah Bapak  Purnomo, 19 Februari 2019 
53

 Hasil wawancara dengan Ibu Sona tentang Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa 

Madumulyorejo, Rumah Ibu Sona, 19 Februari 2019 
54
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(SPP) dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dimana semua surat 

SPP dan RAB selanjutnya dikumpulkan ke pemerintah desa dan 

diperiksa oleh inspektorat kabupaten. 

C. Dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas 

Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 

Dampak dari adanya anggaran Alokasi Dana Desa dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah yang ada di 

Desa Madumulyorejo ini dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara 

langsung dengan pemerintah Desa Madumulyorejo sebagai instansi yang 

bertugas sebagai pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa sampai pada tahap 

pertanggungjawaban terutama dalam pelaporan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa dalam meningkatkan pembangunan daerah dan otonomi daerah di Desa 

Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. 

Selain data yang diperoleh dari aparatur Desa Madumulyorejo juga 

didapat dari tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat desa sebagai informan 

yang berhak mengutarakan pendapatnya mengenai dampak dari pengelolaan 

Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di 

Desa Madumulyorejo. 

1. Dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan 

pembangunan Fisik 

Pembangunan fisik merupakan suatu aspek dari bentuk perwujudan 

nyata sebuah tuntutan kebutuhan yang memiliki pengaruh langsung 
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terhadap perkembangan pada kegiatan sosial budaya masyarakatnya. 

Adanya pembangunan fisik ini dibuktikan dengan adanya proyek-proyek 

nyata pada pembangunan fisik dengan berupa sarana dan parasana fisik 

yang dapat membantu kinerja masyarakat semakin mudah. Pembangunan 

fisik yang paling memiiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat yaitu pada bidang infrastruktur jalan. 

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Astutik selaku Sekretaris 

Desa Madumulyorejo mengatakan bahwa “kegiatan pembangunan fisik di 

Desa Madumulyorejo ini antara lain pembangunan saluran drainase, 

pembangunan irigasi, pembangunan gapura, pembangunan lapangan bola 

voli, perbaikan jalan proros desa dan pemugaran makam desa. Namun 

tidak semua pembangunan fisik di Desa Madumulyorejo tidak didanai 

berdasarkan anggaran Alokasi Dana Desa tetapi diambilkan dari anggaran 

SILPA tahun kemarin. Dan pembangunan yang terlaksana atas anggaran 

Alokasi Dana Desa antara lain pembangunan saluran drainase, 

pembangunan jalan desa, sarana prasarana pemakaman dan sarana 

prasarana olahraga.”
55

 

Hasil wawancara dengan Bapat Mat Rozim selaku Kepala Desa 

Madumulyorejo mengatakan bahwa “kondisi di Desa Madumulyorejo 

pada saat ini dari segi pembangunan fisik sudah lebih baik dari tahun 

sebelumnya ditandai dengan adanya pembangunan-pembangunan baru 

yang memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa. Dengan adanya 

                                                           
55

 Hasil wawancara dengan Ibu Astutik tentang Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 

Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Madumulyorejo, Balai Desa Madumulyorejo, 18 Februari 

2019 
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keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa menjadikan 

kehidupan desa yang harmonis, tali persaudaraan yang baik dan semangat 

gotong royong masyarakat desa yang tinggi serta dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki perekonomian masyarakat 

desa.”
56

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Purnomo selaku 

masyarakat Desa Madumulyorejo yang bekerja sebagai wiraswasta 

mengatakan bahwa “dengan adanya Alokasi Dana Desa sangatlah 

membantu warga terutama dalam irigasi pertanian karena mayoritas mata 

pencaharian masyarakat Desa Madumulyorejo adalah bertani dan bercocok 

tanam maka dari itu dengan adanya irigasi pertanian tersebut sangatlah 

membantu kinerja pertanian dan menjadikan hasil tani menjadi lebih baik 

lagi.”
57

  

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sona selaku ketua Ibu-ibu 

tahlil Desa Madumulyorejo mengatakan bahwa “pembangunan fisik yang 

ada di Desa Madumulyorejo dari tahun ke tahun sudah mengalami 

peningkatan yang dapat menjawab keresahan warga ditandai dengan 

adanya pembangunan saluran drainase dan perbaikan jalan desa.”
58

 

                                                           
56

 Hasil Wawancara dengan Bapak Mat Rozim tentang Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Madumulyorejo, Balai Desa Madumulyorejo, 21 

Februari 2019  
57

 Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo tentang Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Madumulyorejo, Rumah Bapak Purnomo, 19 

Februari 2019 
58

 Hasil wawancara dengan Ibu Sona tentang Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 

meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Madumulyorejo, Rumah Ibu Sona, 19 Februari 2019 
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2. Dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan 

pembangunan non fisik 

Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang tidak lepas 

dari kualitas sumber daya manusia dan yang paling diperlihatkan dari 

pembangunan non fisik yaitu kualitas sumber daya manusianya karena 

yang menjalankan pembangunan non fisik ini didasari pada kemampuan 

sumber daya manusianya. Adapun tujuan dari pembangunan non fisik ini 

adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dalam 

pendidikan, kesehatan maupun bidang lainnya yang berkaitan langsung 

dengan kualitas sumber daya manusia. 

Pada dasarnya dengan mengembangkan pembangunan non fisik 

yang ada di desa juga setara dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Karena dengan berkembangnya kualitas pada sumber daya manusia berarti 

juga menurunkan angka buta huruf, tingkat kesehatan meningkat dan 

tentunya pola pikir masyarakat menjadi berubah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mat Rozim selaku 

Kepala Desa Madumulyorejo mengatakan bahwa “pembangunan desa dari 

segi non fisik sudah dinilai cukup membaik daripada tahun sebelumnya. 

Dibuktikan dengan adanya program-program pemberdayaan masyarakat 

yang sudah direncanakan sebelumnya berjalan sesuai dengan keinginan. 

Pembuktian itu berupa meningkatnya kesadaran belajar pada anak usia 

dini, meningkatnya angka kesehatan balita dan lansia serta meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat. Maka dengan adanya Alokasi Dana Desa sangat 

membantu dalam pengembangan pembangunan dari segi non fisik.”
59

 

Dari perolehan wawancara dengan Ibu Astutik selaku sekretaris 

Desa Madumulyorejo mengatakan bahwa “kegiatan pembangunan dalam 

bentuk non fisik di Desa Madumulyorejo berupa pengembangan dari 

pemberdayaan masyarakat desa antara lain, operasional taman posyandu 

lansia dan balita, dan insentif guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) 

yang terdiri dari dua dusun. Antusias masyarakat terhadap 

penyelenggaraan kegiatan pembangunan non fisik dirasa masih kurang 

efektif karena kepedulian masyarakat sendiri pun kurang terhadap 

program-program desa yang sudah direncanakan.”
60

  

Menurut Bapak Ghufron selaku Tokoh masyarakat sekaligus 

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan bahwa “dengan 

adanya Alokasi Dana Desa ini sangatlah membantu pada kinerja 

pemerintahan Desa Madumulyorejo yang dapat meratakan pembangunan 

pada seluruh aspek dari berbagai wilayah di Desa Madumulyorejo namun 

partisipasi masyarakat sendiri masih kurang dalam memberikan 

dukungannya terhadap program-program dari pemerintahan desa.”
61

 

                                                           
59

 Hasil wawancara dengan Bapak Mat Rozim tentang Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Desa Madumulyorejo, Balai Desa Madumulyorejo, 

21 Februari 2019 
60

 Hasil wawancara denga Ibu Astutik tentang Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 

Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Desa Madumulyorejo, Balai Desa Madumulyorejo, 18 

Februari 2019 
61

 Hasil wawancara dengan Bapak Ghufron tentang Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Desa Madumulyorejo, Rumah Bapak Ghufron, 19 

Februari 2019 
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Senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Purnomo selaku 

masyarakat Desa yang bekerja sebagai wirasawasta mengatakan bahwa 

“tingkat kepedulian masyarakat di Desa Madumulyorejo terhadap kegiatan 

pembangunan desa sudah dinilai cukup baik itu semua dibuktikan dengan 

apabila ada pembangunan masyarakat pasti memberikan sumbangsinya 

untuk para pekerja baik itu berupa tenaga ataupun materiil. Akan tetapi, 

dibalik itu semua ada juga yang kurang perduli terhadap kegiatan 

pembangunan di desa karena masyarakat lebih mementingkan 

kesibukannya sendiri untuk bekerja.”
62

 

Sependapat dengan hasil wawancara dari Ibu Sona selaku ketua 

Ibu-ibu tahlil Desa Madumulyorejo yang mengatakan bahwa “dalam 

pembangunan segi non fisik Desa Madumulyorejo sudah baik salah 

satunya ditandai dengan adanya posyandu lansia yang diadakan selama 

dua bulan sekali ini, karena lansia di Desa ini rata-rata dari keluarga tidak 

mampu.
63

                                                           
62

 Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo tentang Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Desa Madumulyorejo, Rumah Bapak purnomo, 19 

Februari 2019 
63

 Hasil wawancara dengan Ibu Sona tentang Dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam 

Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Desa Madumulyorejo, Rumah Ibu Sona, 19 Februari 2019 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 

Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Indonesia dimulai sejak 

tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa 

yang sekarang sudah direvisi dengan Undang-Undang No.6 tahun 2012 

tentang desa. Dengan adanya aturan ini diwajibkan untuk pemerintah daerah 

kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan selanjutnya 

diteruskan ke rekening desa yang biasa disebut dengan Alokasi Dana Desa.  

Wujud nyata dari pemenuhan hak untuk setiap desa dalam melaksanakan 

otonominya secara sendiri dengan pemberian anggaran Alokasi Dana Desa 

yang dianggap mampu mengelola dan mengalokasikannya. Hal ini dilakukan 

supaya dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan 

pelayanan yang lebih baik dalam menjalankan otonomi daerahnya sendiri. 

Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta juga 

mempercepat laju pembangunan nasional. 

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa dalam 

mendanai keperluan desa dengan rangka penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan pelaksanaan pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat atau yang 

biasa disebut dengan Alokasi Dana Desa. Dimana perolehan anggaran ini 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

96 
 

 
 

di transfer dari pusat melalui kas desa.  

Pada pengimplementasian Alokasi Dana Desa diharapkan mampu 

memfasilitasi dari segala bidang baik itu dari segi bidang fisik maupun non 

fisik. Adapun bidang fisik itu meliputi pembangunan fasilitas desa seperti 

bangunan kesehatan, jalan, tempat ibadah, saluran drainase dan lainnya. 

Sedangkan pada bidang non fisik meliputi pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia (SDM) seperti memberikan pembekalan ketrampilan kepada warga 

dan penyuluhan mengenai berbagai masalah yang dianggap penting misalnya 

penyuluhan kesehatan dan pengentasan buta huruf. 

1. Analisis Penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo pada 

Tahun 2018 

Pemberian anggaran Alokasi Dana Desa diberikan berdasarkan 

keadaan geografis, jumlah penduduk dan kebutuhan pada desa tersebut. 

Desa Madumulyorejo yang merupakan salah satu desa yang ada di 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang mendapatkan jumlah anggaran 

Alokasi Dana Desa yang cukup besar. Adapun total dari penerimaan 

anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Madumulyorejo 

pada tahun 2018 sebesar Rp. 302.645.000 yang 42,40% dari keuangan 

desa. Dengan adanya anggaran Alokasi Dana Desa ini dapat membantu 

kinerja pemerintahan desa Madumulyorejo dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. 

Bahwasanya, penganggaran Alokasi Dana Desa di Desa 

Madumulyorejo merupakan suatu proses dengan urutan pengendalian, 
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pengaturan, mengurus serta penyelenggaraan anggaran Alokasi Dana Desa 

yang digunakan untuk keperluan operasional pemerintahan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa yang dimulai dari tahap perencanaan 

sampai tahap pertanggungjawaban. Adapun tujuan dalam hal ini adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Madumulyorejo 

supaya dapat berkembang dan tumbuh secara merata dan terarah sesuai 

dengan perencanaan pada program-program pemerintah berdasarkan 

aturan-aturan yang berlaku. 

Dimana dalam jumlah anggaran Alokasi Dana Desa yang sudah 

diterima oleh Desa Madumulyorejo sudah 100% sesuai dengan rumus 

dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa yang didasarkan pada azas 

adi dan azas merata. Ada dua yang menentukan dalam penentuan besaran 

Alokasi Dana Desa yaitu, azas merata dan azas adil. Dimana dalam azas 

merata sebesar 60% dari total Alokasi Dana Desa Kabupaten Gresik yang 

kemudian disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimun. Sedangkan pada 

azas adil sebesar 40% dari total Alokasi Dana Desa Kabupaten Gresik 

yang kemudian disebut juga dengan Alokasi Dana Desa Proporsional. 

2. Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo pada 

Tahun 2018 

Pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di 

pemerintahan Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 

sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap perencanaannya 

dimulai dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaannya 
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dilaksanakan dengan forum musyawarah desa atau musrenbangdes. Tim 

dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada tahap ini terdiri dari Kepala 

Desa, Sekretaris desa, Kepala Urusan Keuangan Desa dan juga dibantu 

dengan lembaga kemasyarakatan desa. 

Kegiatan musrenbangdes ini melibatkan seluruh elemen 

masyarakat yang dimulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan 

seluruh anggota masyarakat desa. Adapun tujuan dari forum 

musrenbangdes ini adalah mendorong masyarakat supaya andil dan turut 

berpartisipasi dalam penyusunan dan menentukan suatu rencana kegiatan 

pembangunan di Desa Madumulyorejo. Jadi, pada susunan rencana 

kegiatan yang telah disusun dalam Daftar Rencana Kegiatan (DURK) 

didapatkan dari suatu gambaran harapan dan kebutuhan seluruh 

masyarakat setempat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. 

Dari beberapa hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan 

beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu Ibu Shohihatul Ilmiyah 

selaku Kepala Urusan Keuangan, Ibu Astutik selaku sekretaris Desa, 

Bapak Mat Rozim selaku Kepala Desa, Bapak Ghufron selaku anggota 

BPD dan Bapak Purnomo selaku masyarakat desa. Peneliti menemukan 

bahwa alur dan proses mekanisme dalam perencanaan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten 

Gresik. Dimana dalam tahap awal ini diisi dengan kegiatan 

musrenbangdes dengan tujuan membangun kesepahaman tentang 

kepentingan dan kemajuan desa dengan melihat potensi dan sumber 
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pembangunan yang belum tersedia di desa. Pada tahapan musrenbangdes 

ini dengan mengkaji ulang dokumen RKPD pada tahun sebelumnya 

sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan draft rancangan awal 

RKPD dan perhitungan anggarannya dan selanjutnya melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.  Akan 

tetapi, dari segi kepedulian masyarakat dalam tahap perencanaan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang, karena masyarakat masih 

kurang memahami mengenai alur dalam tahapan perencanaan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa. 

  Berdasarkan penjelasan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwa secara mekanisme dalam tahap perencanaan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa sudah sesuai dengan alur dalam peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

Akan tetapi, peran masyarakat dalam keikutsertaan tahap perencanaan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang dikarenakan minimnya 

pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Madumulyorejo 

mengenai perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

3. Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Madumulyorejo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Telah 

disebutkan bahwa belanja desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa 
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digunakan untuk belanja aparatur desa dan operasional pada pemerintah 

Desa dan Badan Permusayawarat Desa dengan ketentuan sebesar 30% dan 

70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 10 tahun 2009 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa 

minimum dan Alokasi Dana Desa proporsional di wilayah pemerintah 

Kabupaten Gresik Kecamatan Dukun pada Tahun anggran 2018 besaran 

Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Madumulyorejo sebesar Rp. 

302.645.000 dan diimplementasikan dalam bentuk penyempurnaan 

pembangunan fisik dan non fisik. 

Implementasi proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Madumulyorejo ini sudah sesuai dengan penjabaran-penjabaran pada 

tahap sebelumnya, itu kalau dilihat dari segi administrasi. Akan tetapi, 

kalau dilihat dari segi kemasyarakatan masih kurang. Karena masyarakat 

dinilai masih acuh tak acuh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih 

utamanya dalam upaya peningkatan  pembangunan daerah.  

Proses kegiatan pelaksanaan keuangan desa yang terjadi di Desa 

Madumulyorejo terutama dalam anggaran Aokasi Dana Desa tidak selalu 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelaksanaan tersebut tidak 

sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah 

direncanakan dan ditetapkan pada proses tahap perencanaan.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti 

dengan beberapa informan yaitu Ibu Shohiatul Ilmiyah selaku kaur 
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Keuangan Desa, Bapat Mat Rozim selaku kepala desa, , Ibu Astutik selaku 

Sekretaris Desa dan Bapak Purnomo selaku masyarakat yang bekerja 

sebagi wirasawasta dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

Peneliti menyimpulkan bahwasanya proses dari pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa dari segi administrasi sudah sesuai dengan peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan Alokasi 

Dana Desa. Akan tetapi, dari segi kepedulian masyarakat terutama dalam 

tim evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam tahap pelaksanaan 

pengelolaan Alokasi Dana Desa terutama dalam halnya pembangunan 

daerah masih kurang dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki 

oleh masyarakat mengenai tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa. 

Dari penjelasan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwasanya dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Madumulyorejo dari segi administratif sudah sesuai dengan peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan 

Alokasi Dana Desa dan berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dan 

masyarakat desa. Namun, dalam halnya pasrtisipasi masyarakat sebagai 

tim evaluasi masih kurang karena masyarakat kurang memahami 

mengenai alur dan tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa. 
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4. Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 

Proses terakhir dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa setelah 

pembuatan rencana dan melaksanakan program yang ada di Desa yaitu 

tahap pertanggungjawaban. Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan 

Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo secara administrasi sudah 

sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku dari tahun ke tahun 

karena laporan disusun langsung oleh Kepala Urusan Keuangan 

selanjutnya dikumpulkan ke Pemerintahan Desa untuk diverifikasi dan 

diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten untuk diperiksa serta selalu 

tepat waktu dalam pelaporannya.   

Pada tahap pertanggungjawaban seharusnya tidak berhenti pada 

pelaporan dengan Inspektorat Kabupaten. Akan tetapi, juga SPJ kepada 

masyarakat Desa sehingga masyarakat bisa mengetahui dari segi apa yang 

kurang bagaimana perkembangan kinerja pemerintah Desa dalam 

mengelola Alokasi Dana Desa. Proses pelaporan tanggungjawab anggaran 

Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo sudah tersampaikan kepada 

masyarakat melalui tulisan yang berupa pamflet atau papan pengumuman.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dengan 

beberapa yang informan yaitu Ibu Shohihatul Ilmiyah selaku Kepala 

Urusan Keuangan Desa, Bapak Mat Rozim selaku Kepala Desa, Ibu 

Astutik selaku Sekretaris Desa dan Bapak Purnomo selaku mayarakat 

Desa mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.  Dapat 
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disimpulkan oleh peneliti bahwa proses dari pertanggungjawaban Alokasi 

Dana Desa di Desa Madumulyorejo secara administrasi sudah sesuai 

pedoman dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan sudah adanya publikasi 

kepada masyarakat dalam bentuk tulisan berupa papan pengumuman atau 

pamflet yang terletak di depan kantor pemerintahan Desa Madumulyorejo 

yang dirasa strategis dalam penyampaian laporan. Namun, kurangnya 

keterlibatan masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan 

pemerintahan desa yang menyangkut anggaran Alokasi Dana Desa karena 

minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tahap pertanggungjawaban 

pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara diatas 

bahwasanya tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Madumulyorejo sudah baik dari segi administratif dan sudah sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dimana dalam laporan 

pertanggungjawaban tersebut sudah dibuat secara per periodik dan tahunan 

serta sudah tersampaikan surat pertanggungjawabannya kepada 

Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tepat 

waktu. Pada tahap publikasi dengan masyarakat juga tersampaikan dengan 

baik dalam bentuk tulisan yang berupa pamflet atau papan pengumuman 

mengenai rincian penerimaan dan pengeluaran anggaran Alokasi Dana 

Desa. Akan tetapi, keikutsertaan masyarakat sebagai tim evaluasi masih 
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karena minimnya kefahaman mengenai tahap pertanggungjawaban 

pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

B. Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas 

Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu memberikan 

dampak dengan adanya perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan berupa peningkatan kualitas pembangunan fisik maupun 

non fisik yang ada di Desa.  Dengan menyelaraskan peningkatan kualitas 

pembangunan fisik dan non fisik desa maka juga akan mampu meningkatkan 

pembangunan nasional dengan berdasarkan otonomi daerah. 

Penerapan Otonomi Daerah dapat menjadikan Pemerintah Desa lebih 

mandiri dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri atau kepentingan 

Pemerintah Desa. Dimana pada pelaksanaan Otonomi Daerah juga 

dilandaskan atas dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 

daerah otonom dalam mengatur dan mengurus keperluan pemerintahannya 

sendiri dan kepentingan masyarakat yang sudah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Selanjutnya daerah otonom yang disebut sebagai daerah 

yang merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas 

wilayah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus 

pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya sendiri dengan berdasarkan 

aspirasi masyarakat dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Pembangunan daerah memiliki arti penting dalam upaya peningkatan 

pembangunan nasional. Pada pembangunan desa melibatkan masyarakat desa 

dalam penyaluran aspirasi kepada desa dan desa memiliki basis ekonomi, 

politik, sosial budaya dan perubahan keamanan. Kebijakan pemerintah pusat 

dalam hal peningkatan pembangunan desa salah satunya adalah pemberian 

anggaran Alokasi Dana Desa kepada setiap desa yang ada di Indonesia. 

Anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada desa berdasarkan 

letak geografis, jumlah penduduk dan kepentingan desa. Pada tahun 2018 

anggaran Alokasi Dana Desa sudah ada dan telah diterapkan dengan 

semaksimal mungkin oleh Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun 

Kabupaten Gresik. 

1. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan 

Pembangunan Fisik dan Otonomi Daerah 

Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang lebih khusus 

bersifat pada infrastruktur atau sarana prasarana yang dilaksanakan oleh 

pemerintahan sebagai bentuk perwujudan nyata dari tuntutan kebutuhan 

yang memiliki pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan kegiatan 

sosial budaya masyarakatnya. Tujuan dari perwujudan pembangunan fisik 

desa supaya dapat meringankan kegiatan masyarakat sehari-hari dengan 

memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemerintah Desa. 

Kegiatan yang ada pada pemerintahan desa dengan menerapkan Otonomi 

Daerah supaya dapat menjadikan desa lebih mandiri dalam menjalankan 
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kewenangannya dengan menampung semua aspirasi dari masyarakat 

sekitar. 

Pembangunan fisik di Desa Madumulyorejo dengan memanfaatkan 

anggaran Alokasi Dana Desa sudah berjalan sesuai dengan aturan dan 

prosedur yang berlaku. Meskipun ada beberapa masyarakat kurang 

mendukung dengan program pembangunan fisik yang ada desa. Bentuk 

nyata dari pembangunan fisik yang ada di Desa Madumulyorejo ini berupa 

pembangunan saluran drainase, pembangunan gapura desa, pembangunan 

lapangan bola voli, perbaikan jalan poros desa, pembangunan irigasi dan 

pemugaran makam desa.  

Berdasarkan perolehan hasil wawancara peneliti melalui beberapa 

informan antara lain, Ibu Astutik selaku Sekretaris desa, Bapak Mat Rozim 

selaku Kepala Desa, Bapak Purnomo dan Ibu Sona selaku masyarakat. 

Bahwa kesimpulannya dalam pembangunan fisik yang dilakukan oleh 

Pemerintahan Desa dalam memenuhi sarana masyarakat desa sudah sesuai 

dengan aturan yang berlaku dan membuktikan adanya bangunan-bangunan 

baru yang terwujud. Dengan adanya wujud nyata pembangunan fisik 

tersebut dapat membantu warga terutama dalam bidang irigasi pertanian. 

Akan tetapi dari segi keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan 

pembangunan fisik masih kurang karena masyarakat masih lebih 

memprioritaskan pada kepentingannya sendiri dalam memenuhi keperluan 

hidup. Bentuk wujud nyata dari pembangunan fisik yang ada di desa 

Madumulyorejo antara lain, pembangunan lapangan bola voli yang 
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berlokasikan di belakang kantor pemerintahan Desa Madumulyorejo, 

pembangunan saluran drainase di RT 06 RW 03, pembangunan jalan desa 

yang berlokasikan di RT 09 RW 04, pembangunan saluran irigasi yang ada 

di dusun Kuwangen, pembangunan gapura desa dan pemugaran makam 

dusun Kuwangen. 

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya 

pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan fisik di Desa 

Madumulyorejo sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

masyarakat. Dari sekian banyak wujud nyata pembangunan fisik yang 

mendapatkan respon paling banyak dari masyarakat yaitu dalam bidang 

irigasi karena mayoritas masyarakat Desa Madumulyorejo memiliki mata 

pencaharian sebagai petani. Dalam pembangunan segi fisik di Desa 

Madumulyorejo sudah mampu menerapkan Misi yang ada di Desa 

Madumulyorejo dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses 

perencanaan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan serta 

meningkatkan pembangunan ekonomi desa yang berbasis ekonomi 

kerakyatan. Namun, peran masyarakat sebagai Tim evaluasi pembangunan 

masih kurang karena masyarakat lebih mementingkan pada kepentingan 

pribadi. Jadi, pada pembangunan fisik di Desa Madumulyorejo ini dinilai 

sudah efektif karena mampu menerapkan Otonomi  daerah sebagai 

pemenuhan atas hak dan kewajiban tugas sebagai Pemerintahan Desa dan 

dibuktikan dengan dapat mewujudkan kebutuhan desa. 
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2. Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan 

Pembangunan Non Fisik dan Otonomi Daerah. 

Pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang lebih 

mengutamakan pada kualitas Sumber Daya Manusia. Karena dengan 

meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia yang ada sama juga 

menurunkan angka buta huruf, tingkat kesehatan meningkat dan pola pikir 

masyarakat menjadi lebih rasional dengan tujuan meningkatkan taraf 

kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintahan Desa dengan menerapkan Otonomi Daerah dengan tujuan 

menjadikan Pemerintahan Desa lebih mandiri dalam memegang 

tanggungjawabnya dengan menampung semua aspirasi dari masyarakat. 

Bentuk wujud nyata dari pembangunan non fisik di Desa 

Madumulyorejo berupa pengembangan masyarakat desa antara lain, 

kegiatan penyelenggaraan kepemudaan, pengadaan taman posyandu untuk 

lansia dan balita dan pengadaan insentif guru Taman Pendidikan Al-

Quran. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penliti dengan 

beberapa informan antara lain, Bapak Mat Rozim selaku Kepala Desa, Ibu 

Astutik selaku Sekretaris desa, Bapak Ghufron selaku Tokoh masyarakat, 

Bapak Purnomo dan Ibu Sona selaku masyarakat desa. Dapat disimpulkan 

dari kelima infoman tersebut bahwasanya pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dalam meningkatkan pembangunan non fisik di Desa Madumulyorejo 

memberikan pengaruh yang besar. Dibuktikan dengan wujud nyata dari 
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program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan 

sebelumnya berjalan sesuai dengan harapan. Adapun bukti dari 

pembangunan non fisik antara lain, kegiatan penyelenggaraan kepemudaan 

yang dikoordinir oleh karang taruna dalam acara agustusan dan PHBI, 

operasional taman posyandu balita lansia yang dilaksanakan tiap satu 

bulan sekali dan insentif guru Taman Pendidikan Al-Qur’an di Dusun 

Tasikwangi dan Kuwangen. Namun, partisipasi masyarakat dari segi 

pembangunan non fisik dalam memberikan dukungan pada program-

program pemerintah desa masih kurang. 

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwasanya 

pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan non 

fisik di Desa Madumulyorejo sudah sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh masyarakat yang telah disesuaikan dengan Visi dan Misi Desa 

Madumulyorejo. Akan tetapi, dalam melihat dukungan dan aspirasi 

masyarakat sebagai tim evaluasi masih kurang terlibat. Karena masyarakat 

lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan menjadi tak acuh 

terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Jadi, pada 

pembangunan non fisik yang ada di Desa Madumulyorejo dinilai sudah 

efektif dan mampu menerapkan Otonomi daerah sebagai pemenuhan atas 

hak dan wewenangnya sebagai pemerintahan Daerah karena mampu 

memenuhi dalam kekurangan dari kualitas masyarakat desa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas 

Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah dan 

Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik , 

maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

A. Kesimpulan  

1. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Madumulyorejo 

Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terdapat empat tahap antara lain, 

tahap penerimaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 

Berdasarkan hasil penelitian dari empat tahap pengelolaan Alokasi Dana 

Desa secara administratif sudah sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa. Akan tetapi, keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan 

Alokasi Dana Desa masih kurang karena minimnya pengetahuan yang 

difahami mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akibatnya 

masyarakat menjadi tidak merespon kegiatan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa.  

2. Dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kualitas pembangunan 

daerah dan otonomi daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun 

Kabupaten Gresik sudah efektif karena sudah sesuai dengan harapan 

pemerintah dan masyarakat desa yang telah disesuaikan dengan Visi dan 
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Misi Desa Madumulyorejo. Terwujudnya dari pembangunan fisik berupa 

pembangunan irigasi pertanian, pembangunan saluran drainase, 

pembangunan gapura desa, pembangunan lapangan bola voli, perbaikan 

jalan poros desa dan pemugaran makam desa. Bentuk wujud nyata dari 

pembangunan non fisik berupa pengadaan taman posyandu untuk lansia 

dan balita, dan pengadaan insentif guru Taman Pendidikan Al-Qur’an. 

Akan tetapi, keterlibatan masyarakat Madumulyorejo dalam memberikan 

aspirasi dan dukungannya sebagai tim evaluasi terhadap program 

Pemerintahan Desa masih kurang. Pemerintahan Desa Madumulyorejo 

sudah dianggap mampu menerapkan Otonomi Daerah di wilayahnya 

sebagai pemenuhan atas hak dan wewenangnya sebagai pemerintahan 

daerah yang mampu memenuhi kekurangan yang ada di desa dengan 

memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten 

Gresik dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap 

penerimaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus 

selalu melibatkan masyarakat dalam setiap alur. Adanya kesesuaian 

informasi tim pengawas dari pasukan birokrasi yang lebih tinggi dengan 

tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui bagaimana 
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pengelolaan Alokasi Dana Desa dan masyarakat turun sebagai tim evaluasi 

dari semua kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan Desa. 

2. Bagi masyarakat Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten 

Gresik diharapkan mampu mengawasi program anggaran Alokasi Dana 

Desa dan terjun langsung dalam melaksanakan pengelolaan anggaran 

Alokasi Dana Desa serta dalam program-program yang telah direncanakan 

oleh pemerintahan Desa yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa.  

3. Bagi akademis diharapkan mampu memberikan suatu hal yang baru dalam 

perkembangan ekonomi pada suatu Pemerintah Desa, masyarakat beserta 

lapisan masyarakat yang mampu menjalankan program anggaran Alokasi 

Dana Desa dengan jujur, baik, transaparan dan sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan.  
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